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ABSTRAKS

PUNGKY PRIADANA, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas
Brawijaya, Juli 2010, Peranan Pengadilan Agama Sebagai Mediator dalam
Upaya Menekan Perceraian perkawinan usia muda (Studi di Sidoarjo), Ulfa
Azizah, SH., Mkn. Dan M. Hisyam Syafioedin, S.H.

Penelitian ini membahas mengenai peranan Pengadilan Agama sebagai mediator
dalam upaya menekan perceraian perkawinan usia muda. Pengadilan Agama
tersebut menitik beratkan kepada masalah perceraian yakni Pengadilan Agama
sebagai mediator dalam upaya menekan perceraian bagi pasangan yang akan
bercerai. Penelitian ini juga membahas hambatan-hambatan apa sgja yang
dihadapi oleh Pengadilan Agama dalam upayanya menekan perceraian melalui
mediasi dan penyuluhan hukum.

Penelitian ini adalah penelitian empiris yang menggunakan pendekatan yuridis
sosiologis yang dibatasi hanya dalam lingkup Pengadilan Agama Sidoarjo.
Penulis menganalisis dan mendiskripsikan mengenal peranan Pengadilan Agama
sebagai mediator dalam upaya menekan perceraian di Pengadilan Agama
Sidoarjo. Metode analisa data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif
analisis, memaparkan data-data yang diperoleh dari penelitian secara sistematis
kemudian dianalisis untuk memperoleh kesimpulan. Sumber data dari penelitian
ini berasal dari dua sumber antara lain data primer diperoleh dengan melakukan
wawancara secara langsung dan data sekunder diperoleh melalui studi di
Pengadilan Agama Sidoarjo dan studi kepustakaan berbagai peraturan
perundang-undangan dan literatur yang terkait dengan penelitian.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang ada, yaitu Undang-undang perkawinan, Undang-
undang peradialn agama, Undang-undang perlindungan anak, Peraturan
pemerintah, dan Kompilas hukum islam, sesungguhnya masalah perceraian
yang berhadapan dengan hukum harus mendapatkan perlakuan secara khusus,
dan sebenarnya para pihak yang dihadapkan dengan hukum harus saling
dipertemukan sehingga dapat dilakukan suatu upaya perdamaian antara pihak
yang terjadi perselisihan. Sebagai upaya menekan perceraian dapat diwujudkan
melalui proses medias yang dilaksanakan paling lama 40 (empat puluh) hari
kerja sgjak mediator dipilih atas dasar kesepakatan para pihak dan dapat
diperpanjang 14 (empat belas) hari sgjak berakhirnya 40 (empat puluh) hari
proses mediasi berlangsung.

Dari penditian yang dilakukan dapat disimpukan bahwa perana Pengadilan
Agama sebaga mediator dalam upaya menekan perceraian perkawinan usia
muda dapat dilakukan dengan proses mediasi dan penyuluhan hukum. Namun
dalam pelaksanannya tidak terlepas dari berbagai hambatan, hambatan-
hambatan medias anatara lain keterampilan sebagal mediator, biaya mediasi,
konflik yang kronis, sarana dan fasilitas. Hambatan-hambatan penyuluhan
hukum antara lain anggaran/biaya, kualitas program, dan masyarakat.
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BAB |
PENDAHULUAN
I.LATAR BELAKANG

Tanggal 2 Januari 1974 RUU tentang Perkawinan digm DPR
menjadi Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Rémrka yang selanjutnya
berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975

Sejak saat itu sampai dengan sekarang lebih dgai puluh tahun
Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawiedaku secara Nasional di
Indonesia. Kehadiranya telah memberikan landasanddsar hukum dari sistem
perkawinan di Indonesia. Di dalam Undang-undang Naahun 1974 telah
ditampung dengan semaksimal mungkin mengenai milai-perkawinan yang
dihayati oleh bangsa Indonesia serta unsur-unsuket@ntuan hukum agama dan
kepercayaan masyarakat yang berhubungan dengaawpeak.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seopaiagdengan seorang
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membekélkarga (rumah tangga)
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan YaaiupNEsa. Perkawinan
yang diadakan ini diharapkan dapat berlangsungrselamanya, sampai ajal
memisahkan. Manusia diciptakan untuk hidup di dureégpasang-pasangan pria
dengan wanita. Bagi individu, mendambakan pasangampakan fitrah sebelum
dewasa, dan dorongan yang sulit dibendung seted@lash. Oleh karena itu,
agama mensyariatkan dijalinnya pertemuan antagadam wanita, dan kemudian
mengarahkan pertemuan itu sehingga terlaksananfawgean, dan beralihlah
kerisauan pria dan wanita menjadi ketenteramansatkumah dalam istilah Islam.

Sakinah terambil dari akar kata sakana yang bedian/tenangnya sesuatu

! Subekti,Undang-undang Perkawina®T Pradnya Paramita.Jakarta,2008.
1



setelah bergejolak. Itulah sebabnya mengapa pigsamdi sikkin karena ia
adalah alat yang menjadikan binatang yang disemlteiang, tidak bergerak,
setelah tadinya ia meronta. Sakinah, karena penlkkewadalah ketenangan yang
dinamis dan aktif, tidak seperti kematian binatang.
Dalam Kaitan dengan manusia dan kemanusiaan secauan tujuan
perkawinan dari sudut agama dapat kita simpulkbagss:
a. Reproduksi.
Regenerasi dirangkai dengan mawaddah wa rahmah
b. Pemenuhan Kebutuhan biologis
c. Memperoleh ketenangan (sakinah), cinta (mawaddah) késih sayang
(warahmah) Perkawinan adalah pertemuan antara pria dan avgaitg
seharusnya menjadikan keduanya yang sebelumnyah pggjolak dan
gelora menjadi tenang dan tenteram setelah menikah.
d. Menjaga kehormatan (diri, anak dan keluarga)
e. Beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa
Perkawinan yang sah merupakan perkawinan yangin jeepastiannya
oleh hukum, bilamana dilakukan menurut hukum masmaging agama dan
kepercayaan serta dicatat menurut perundang-undayag@ag berlaku sebagai
prinsip legalitas. Sedangkan prinsip lain yang diasileh Undang-undang Nomor
1 Tahun 1974 ialah asas monogamy. Pengecualiant dagadi bilamana
dikehendaki oleh bersangkutan, sepanjang hukunagama mengizinkannya.
Di samping hal tersebut, dalam melaksanakan suatkawinan
disyaratkan mengenai pembatasan usia kawin yakim caempelai pria 19 tahun

dan calon mempelai wanita 16 tahun. Pembatasamdak dikandung maksud,

2 Al-Qur'an Surat Ar Rum 21, An Nisa 1, AN Nahl 72
% Al-Quran Surat Al Maarij 29-30, Al Muminum 5-7, Bagarah 187
4 Al-Quran Surat Ar Rum 21



bahwa mengesampingkan perintah agama maupun kgaarcanamun yang
dikehendaki adalah agar calon suami istri itu hanasak jiwa raganya untuk
dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewanudiuan perkawinan
secara baik, tanpa berakhir pada perceraian dadapatkan keturunan yang baik
dan sehat.

Walaupun perkawinan itu di tujukan untuk selamadaya, tetapi ada
kalanya terjadi hal-hal tertentu yang menyebabkankgwinan tidak dapat
diteruskan, misalnya salah satu pihak berbuat geslengan orang lain, salah satu
pihak melakukan kekerasan yang membahayakan palmraksuami/istri mendapat
hukuman lima tahun penjara atau lebih berat, dasimimnyak lagi alasan-alasan
yang menyebabkan perceraian. Namun belakangan iarakm terjadinya
perceraian diakibatkan karena perkawinan usia muw, ini tidak dapat
dipungkiri bahwa kondisi kematangan fisik sertainaik pasangan suami istri
yang belum siap untuk melakukan perkawinan menyetrakelabilan hubungan
suami istri yang bisa menimbulkan suatu pertengksemg pada menimbulkan
perceraian diantara mereka.

Setiap pasangan menginginkan keutuhan dalam membangnah
tangga. Namun realitas menunjukkan angka percetaganmeningkat. Adanya
tekanan sosial di masyarakat (social pressure) ddiexcerai bukan merupakan
hal yang tabu atau aib di masyarakat, berceraihsumdenjadi hal yang biasa.
Bercerai adalah hal yang halal tetapi di benci oldlah SWT. Bercerai
menimbulkan masalah sosial bagi kelangsungan hedafx-anak dan orang tua.
Perceraian merobohkan tiang rumah tangga. Kepeanagfatar pasangan semakin

rapuh dan rusak.



KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesi) pada tata@®7 mencatat di
indonesia jumlah anak-anak yang menjadi korbangvérkan usia muda sangat
banyak, yakni 34,5% dari total perkawinan di sdiumdonesia yang berjumlah
antara 2 sampai 2,5 juta pasangan setiap taMeskipun Undang-undang nomor
23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatalemara tegas. Pasal 1,
Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapias) tahun, termasuk
anak yang masih dalam kandungan dan pada pasala2@ goin ¢ disebutkan,
keluarga dan orang tua berkewajiban untuk mencéggdinya perkawinan di
usia anak-anak. Secara jelas undang-undang ini atedan, tidak seharusnya
perkawinan dilakukan terhadap mereka yang usiamgsihtdi bawah 18 tahun.
Namun tidak semudah itu permasalahan perkawinam msida dapat di putus
perkembang biakannya dalam masyarakat, karena gndatang No. 1 tahun
1974 tentang Perkawinan memberikan batasan yamgdeerdan tidak konsisten
terhadap batas minimal usia perkawinan.

Hal tersebut oleh KPAI dikhawatirkan dapat memimgginya angka
perceraian maupun kematian bayi. Fakta membuktig@tahun di Indonesia ada
250.000 perceraian pasangan kawin atau 10 % datiperkawinan, dan sebagian
besar perkawinan adalah mereka yang kawin di us@danEfek lebih jauh sangat
mengerikan karena janda-janda muda ini akan mesgesdiran para calo trafiking.
Pada sisi lain perkawinan usia muda menjadi peryéhgginya angka kematian
bayi, yang posisi saat ini secara nasional masihOBd, atau setiap kelahiran
1000 bayi akan mati 34 orang. Sangat mungkin, lousnuda berusia 12-16 tahun

belum siap untuk bereprodulsi.

> http://www.kpai.go.iddiakses pada tanggal, 18 Desember 2009)
® http://www.kpai.go.iddiakses pada tanggal, 18 Desember 2009)
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Pada tahun berikutnya yakni tahun 2008, Dirjen Ba@eradilan Agama
MA-RI yang juga mencatat mengenai perceraian yangebabkan perkawinan
usia muda, yakni ada lima PTA di indonesia yangg@ianya disebabkan karena
hal tersebut, antara lain PTA Semarang yang beajurhP9 perkara, Mahkamah
Syariyah Propinsi Aceh berjumlah 92 perkara, PTAragbaya berjumlah 62
perkara, PTA Makasar berjumlah 41 perkara dan PW®ehdéari berjumlah 14
perkara’

Dari data yang dikeluarkan oleh Dirjen Badan Péaadhgama MA-RI
di Jawa Timur merupakan daerah ketiga di Indongsiag banyak terjadi
perceraian yang di sebabkan perkawinan usia muolaishya pada tahun 2009
yang tercatat pada yurisdiksi PTA Surabaya mengalaemingkatan angka
perceraian yang di sebabkan perkawinan usia mwdai ynencapai jumlah 131
perkara. Dapat diketahui bahwa perkara perceraaag di sebabkan perkawinan
usia muda mengalami peningkatan lebih dari 100%tdbun 2008 yang hanya
62 perkara.

Kota-kota di Jawa Timur yang banyak terdapat paraar yang di
sebabkan perkawinan usia muda yakni Sidoarjo, Tul@&menep, Bangil,
Bawean, Lamongan, Magetan, dan Lumajang. Sesuaadepencatatan yang
dilakukan oleh PTA Surabaya. Dari beberapa daeaghath tersebut , kabupaten
Sidoarjo merupakan daerah yang paling banyak fegatteraian pada tahun
2009 yakni berjumlah 39 perkata.

Dari bukti tersebut, krisis perkawinan berada padegkat yang

mengkhawatirkan. Hal yang ditengarahi menjadi pdteyang memicu keretakan

’ http://www.makhamahagung.go {dliakses pada tanggal, 28 Oktober 2009)
8 Jurnal tahunan PTA Jawa Timur 2009,Lampiran 5.
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rumah tangga adalah tidak adanya kecerdasan emlasn atnemahami perasaan
pasangan.

Banyaknya perkara perceraian yang terjadi di JawuiT disebabkan
perkawinan usia muda, sehingga di rasa perlu adangtu penelitian terhadap
upaya menurunkan tingkat perceraian pada perkawisEnmuda. Dalam hal ini
maka peranan daripada pemerintah kabupaten Sidbaros bisa menekan
tingkat perceraian yang disebabkan karena perkawisa muda melalui badan-
badan pemerintahan yang bergerak di bidang-bidamg yerhubungan dengan
perkawinan dan perceraian yakni menurut peratueanepintah no.9 tahun 1975
dalam pasal 31 telah jelas diterangkan bahwa Pdagatigama-lah yang dapat
melaksanakan hal tersebut guna mencapai tujuabetamanfaat bagi pemerintah
kabupaten sidoarjo serta masyarakat itu sendiri.

Penelitian tersebut penting bagi perkembangan ipengetahuan dan
praktek. Kiranya sudah tidak asing, bahwa pensltigghadap hukum perkawinan
sudah sangat banyak dilakukan termasuk peneligdmadap perkawinan yang
dilakukan di usia muda namun penelitian tentang/apaenekan perceraian dari
perkawinan usia muda masih jarang dilakukan.

Di bidang pengetahuan hukum perkawinan, maka hasil-penelitian ini
akan dapat memberikan bahan-bahan baru untuk diarddn diperkembangkan
menjadi teori-teori baru, sehingga akan dapat ngél@m unsur-unsur pendidikan
hukum serta hasil-hasil penelitian ini dapat dipag@bagai titik tolak untuk
mengadakan penelitian-penelitian yang lebih memdaRemerintah Daerah dapat
mengambil manfaat dalam mencari dasar bagi kelifgen-kebijaksanaan yang

akan ditetapkannya. Demikian pula bagi badan-bapgaradilan, data yang



diperoleh dapat dijadikan pegangan dalam menggdalimlai yang hidup dalam
masyarakat.
2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusaalaina yang
hendak dikaji adalah :

1. Bagaimana peranan Pengadilan Agama sebagai medialam upaya
menekan perceraian dari pasangan perkawinan usia.mu

2. Hambatan apa saja yang dihadapi Pengadilan Agaraan dapayanya
menekan tingkat perceraian dari perkawinan usiaanmuelalui mediasi.

3 TUJUAN PENELITIAN
Tujuan dari penelitian ini antara lain sebagai kadri

1. Mengetahui Bagaimana peranan Pengadilan Agama aelbagdiator
dalam upaya menekan perceraian dari pasangan pedgtausia muda.

2. Mengetahui Hambatan apa saja yang dihadapi Peagadidjama dalam
upayanya menekan tingkat perceraian dari perkawiiséan muda melalui
mediasi.

4. MANFAAT PENELITIAN
1. Manfaat Teoritik
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfdagi
perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum afzergpada
khususnya, terutama mengenai Hukum Perkawinan.
2. Manfaat Praktis
Hasil penelitia ini diharapkan ada kegunaannya.pldakegunaan

dari penelitian ini adalah:



a. Bagi llmu Pengetahuan
Untuk memberi tambahan pemikiran bagi perkembanaiEK yang
diharapkan dapat bermanfaat bagi mereka yang nendakengetahuan
hukum perdata mengenai perkawinan usia muda darena&n secara
umum, khususnya di Kabupaten Sidoarjo.

b. Bagi Masyarakat
Memberikan suatu wawasan dan penjelasan mengenakspraan
perkawinan dan mengenai pentingnya ketentuan pasdratusia kawin
sehingga pada akhirnya tingkat perceraian padaap@nkn usia muda
dapat dihindarkan.

5. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam sub bab ini nantinya diberikan gambaran yplgs dan terarah
mengenai penyusunan penulisan skripsi. Berikut rdikeakan sistematika dan
alur pembahasan yang terbagi dalam :

* BAB|: PENDAHULUAN

Pada bagian pendahuluan ini memuat latar belakaiaglakbnnya
penelitian tentang peranan Pengadilan Agama sebagdiator dalam
upaya menekan perceraian bagi pasangan yang alcande

« BAB Il : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, akan diuraikan mengenai pengertiam pirkawinan,
perceraian, alasan-alasan perceraian, bentuk pemeeekibat perceraian,
pengertian mengenai upaya-upaya menekan tingkatenaéan secara
umum, pengertian pembatasan usia kawin menurutngrdadang, dan

teori penegakan hukum.



BAB Il : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai metode pendekatan, lokaselitian, jenis dan
sumber data, populasi dan sampel, serta metodesarntdta yang akan
digunakan dalam memperlancar tercapainya tujuaelipien ini.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang pembahasan dari seonmasan masalah
yang telah diangkat, yaitu meliputi Upaya apa smag Pengadilan
Agama sebagai mediator dalam upaya menekan pexcealari pasangan
perkawinan usia muda dan Hambatan apa saja yaagatihPengadilan
Agama dalam upaya menekan tingkat perceraian metadiasi.

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat tentang kesimpulan dari hasil perabah mengenai
rumusan masalah yang diangkat dan berisi saran-gamag diharapkan

dapat menjadi masukan yang berguna dan bermarggasémua pihak.



BAB ||

KAJIAN PUSTAKA

1. KAJIAN UMUM TENTANG PERKAWINAN
1.1 Pengertian Perkawinan

Kata KAWIN menurut istilah Hukum Islam sama dengata NIKAH atau
kata ZAWAJ. Yang dinamakan NIKAH menurut Syaraaial. “akad (ijab gabul)
antara wali calon istri dan mempelai laki-laki dangicapan-ucapan tertentu dan
memenuhi rukun dan syaratnya”. Menurut Hukum Is|Berkawinan ialah suatu
ikatan lahir batin antara seorang laki-laki danraeg perempuan untuk hidup
bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketur yang dilaksanakan
menurut ketentuan-ketentuan hukum Syari‘at Islam.

Dalam Pasal 1 Bab | Undang-undang No. 1 tahun 18irgatakan
Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang dengan seorang wanita
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk kedugngmah tangga) yang
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Msdna E

Diantara pengertian-pengertian tersebut tidak peEtigertentangan satu
sama lain, bahkan maksud yang terkandung didalamtgiah sama dan seirama,
karena pada hakikatnya Syari'at Islam itu bersunkegrada Allah Tuhan Yang
Maha Esa.

1.2 Asas Perkawinan

Menurut undang-undang No. 1 tahun 1974 menganwt psskawinan

monogami relatif. Hal ini dimuat dalam ketentuarsglal bahwa perkawinan

adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dersg@rang wanita, pernyataan

® Zahry Hamid Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-ugd@erkawinan Di
Indonesiahim.1
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pasal 1 tersebut memberikan suatu penafsiran hukamva perkawinan
berasaskan monogami akan tetapi penafsiran tersebtglah mengetahui
ketentuan yang tertuang dalam pasal 3 bahwa dengardapatkan izin dari
pengadilan maka seorang pria (suami) dapat beteiih dari seoranyf Jadi
dapat disimpulkan bahwa dalam Undang-undang Nahdrnt 1974 menganut asas
perkawinan monogami relatif.

1.3 Syarat sah perkawinan

Sebelum lahirnya Undang-undang No. 1 tahun 1974 yaengatur tentang
perkawinan yaitu berlaku ketentuan Burgerlijk Wethgang mengatur tentang
perkawinan dalam buku | tentang orang dalam Baladidn ke dua. Menurut
ketentuan Burgerlijk Wetboek, syarat sahnya perkawi adalah apabila
perkawinan tersebut dicatatkan dan dilakukan padegegawai pencatatan sipil.

Setelah lahirnya Undang-undang No. 1 tahun 197énkean burgerlijk
wetboek yang mengatur tentang perkawinan tidakakerlagi. Menurut pasal 2
ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 tahun 197&kaenan adalah sah apabila
dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya lagercayaannya itu,
serta tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peratyerundang-undangan yang
berlaku.

Keabsahan suatu perkawinan tergantung dari pelaksamperkawinan
tersebut di hadapan seorang pegawai pencatatdndaipitercatatnya peristiwa
tersebut dalam register umum, beserta syarat-sy@aedngkapnya. Namun
menurut Islam perkawinan tetap dianggap sah apdbdkukan menurut agama

tanpa dicatat pelaksanaan perkawinan tersebut.

19 subektiundang-undang PerkawinafT. Pradnya Paramita. Jakarta, 2008.
3o PrinsHukum Perkawinan di Indonesi&halia Indonesi.Jakarta,1982,him 25.
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Sebagaimana telah diatur dalam Bab | dari Undamigugp No. 1 tahun
1974 mengenai Syarat sahnya Perkawinan, bahwaawedn dimaksudkan
untuk hidup bersama dan berketurunan menurut Gang penarkan oleh Tuhan
Yang Maha Esa.

1.4 Syarat-syarat Perkawinan

Menurut Jumhur Ulama rukun perkawinan ada lima dasing-masing
rukun memiliki syarat-syarat tertenttiRukun-rukun tersebut yaitu:

a. Calon suami, syarat-syaratnya : beragama Islam/dkk jelas orangnya,
dapat memberikan persetujuan dan tidak terdapahgah perkawinan.

b. Calon istri, syarat-syaratnya : beragama, meskigainudi atau Nasrani,
perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persatyjaidak terdapat
halangan perkawinan.

c. Wali nikah, syarat-syaratnya : laki-laki, dewasaenmmpunyai hak
perwalian, tidak terdapat halangan perwalian.

d. Saksi nikah, syarat-syaratnya : minimal dua oradrlbki, hadir dalam
ijab gabul, dapat mengerti maksud akad nikah, istlewasa.

e. ljab Qabul, syarat-syaratnya : ada pernyataan mmangan dari wali,
adanya pernyataan menerima dari calon mempelai.

Berbeda dengan perspektif fikin, Undang-undang Neahun 1974 tidak
mengenal adanya rukun perkawinan. Tampaknya Undadghng No. 1 tahun
1974 hanya memuat hal-hal yang berkenaan dengaat-syarat perkawinan. Di
dalam Bab Il pasal 6 ditemukan syarat-syarat perawsebagai berikut : Pasal 6
ayat (1) perkawinan harus didasarkan atas perjaredua calon mempelai,

“Perkawinan berdasarkan persetujuan kemauan bedraskedua calon suami

12 Amiur Nuruddin,Hukum Perdata Islam di Indonedi#m.62
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istri”. Pasal 6 ayat (2), bahwa untuk melangsunggarkawinan seorang yang
belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izingkerang tua. Dalam ayat-
ayat berikutnya diberi kemungkinan-kemungkinan bagreka yang telah tidak
mempunyai satu atau kedua orang tuanya yaitu mefidapizin dari orang tua
yang masih hidup, wali, pengasuh, sanak saudatiagdas lurus keatas serta
menjadi wewenang hakim untuk mengambil keputusalandaperselisihan

pendapat diantara sanak saudara yang berwenanghébiya dengan ayat (6),
yang berbunyi bahwa yang tersebut terdahulu itydderlaku sepanjang hukum
masing-masing agamanya dan kepercayaan mereka hamsgngkutan tidak
menetapkan lain.

Selanjutnya pada pasal 7, terdapat persyaratan lgaigrinci. Berkenaan
dengan calon mempelai pria dan wanita, undang-ugndaensyaratkan batas
minimum umur calon suami sekurang-kuranganya berututahun dan calon
istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

Selanjutnya dalam hal adanya penyimpangan terhadesal 7, dapat
dilakukan dengan meminta dispensasi kepada pengasdibu pejabat lain, yang
ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupumlpivanita:®
2. KAJIAN UMUM TENTANG PERCERAIAN

2.1Pengertian Perceraian

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan. Kai&naperceraian
senantiasa diatur oleh hukum perkawinan. Hukum gwarkan yang berlaku
adalah Undang-undang No. 1 tahun 1974, namun tndakberikan penjelasan

mengenai pengertian tentang perceraian.

3 Amiur Nuruddin,Hukum Perdata Islam di Indonegi@anada media group.jakarta,2006,him 69.
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Pada dasarnya melakukan pekawinan itu adalah bantujntuk selama-
lamanya, tetapi adakalanya ada sebab-sebab tertgsutg menyebabkan
perkawinan itu tidak dapat diteruskan jadi harymitliskan ditengah-tengah jalan
atau terpaksa putus dengan sendirinya, atau dekegganlain terjadi perceraian
antara suami-istri.

Putus perkawinan adalah ikatan perkawinan antapsaisg pria dengan
seorang wanita sudah putus. Putus ikatan perkawmamurut Undang-undang
No. 1 tahun 1974 bisa berarti :

1) Kematian, Bisa salah seorang diantara keduanyanggati dunia.
2) Antara pria atau suami dengan wanita atau istralsumkrcerai. Ceria dapat

di golongkan dalam dua bagian, yaitu :

a) Cerai talak

b) Cerai gugat
3) Putusan Pengadilan.

Perceraian dalam hukum islam adalah sesuatu parbulaélal yang
mempunyai prinsip dilarang oleh Allah SWT. Berdasar hadis Nabi
Muhammad SAW “Sesuatu perbuatan halal yang palingndi oleh Allah adalah
talak/perceraian”.

Berdasarkan hadis tersebut, menunjukan bahwa p&nemerupakan
alternatif terakhir yang dapat dilalui oleh suastriibila ikatan perkawinan sudah
tidak dapat dipertahankan keutuhan dan kelanjuankgng dimaksud dengan
alternatif berarti sudah ditempuh berbagai caraukunhencapai perdamaian
diantara kedua belah pihak, melalui langkah-langkahg telah diajarkan oleh

alquran dan alhadis.
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Meskipun islam mensyaratkan perceraian bukan besgama islam
munyukai terjadinya perceraian dari suatu perkamwimin perceraian pun tidak
boleh dilaksanakan setiap saat yang dikehendakan¥agislam memandang
bahwa perceraian adalah suatu yang bertentanggamesas-asas hukum islam.

Perceraian walaupun diperbolehkan oleh agama,i fe¢dgksanaanya harus
berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan yjang terakhir yang
ditempuh oleh suami istri, apabila cara-cara laiangy telah diusahakan
sebelumnya tetapi tidak dapat mengembalikan keatkkhidupan rumah tangga
suami-istri tersebut.

Sebagaimana telah disebut bahwa perceraian adanakaexlanya
perkawinan, tidak ada perkawinan tentu tidak adazgueaian. Oleh karena itu
perkawinan adalah awal hidup bersama sebagai ssaandan perceraian adalah
akhir dari hidup bersama suami istri.

2.2 Alasan-alasan Perceraian

Pasal 39 ayat (2) menegaskan bahwa untuk melalpé@eraian harus ada
cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tideknattapat hidup rukun sebagai
suami istri. Sedangkan tata cara perceraian didgipang pengadilan itu, dan tata
cara mengajukan gugatan perceraian kepada pengédilanenurut pasal 39 ayat
(3) dan pasal 40 ayat (2) diatur dalam peraturanonoing-undangan tersendiri.
Peraturan yang dimaksud yakni Peraturan PemeriNtaB Tahun 1975 telah
mengaturnya dalam pasal 14 sampai dengan pasanigagal 20 sampai dengan
pasal 36.

Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk epen menurut
penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nohdntd974 dan pasal 19

Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tersebutladala
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a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemadarkandat, penjudi dan
lain sebagainya yang sukar ditentukan.
b) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selamatdian berturut-turut
tanpa alasan yang sah atau karena hal lain yamgr diémampuannya.
c) Salah satu pihak mendapat hukum penjara 5 (linmaintatau hukuman yang
lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
d) Salah satu pihak mendapat cacat badan, atau perygag mengakibatkan
tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai satuiistri.
e) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau pengammayerat yang
membahayakan terhadap pihak yang lain.
f) Antara suami istri terus-menerus terjadi persdisildlan pertengkaran dan
tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumalgtang
2.3Bentuk Perceraian
1) Cerai Talak
Pada zaman sebelum islam datang ke tanah arabarakal jahiliyah jika
ingin melakukan talak dengan istri mereka dengaa gang merugikan pihak
perempuan. mereka mentalak istrinya, kemudian rigrkbali pada saat iddah
istrinya hapir habis, kemudian mentalaknya kembh&l ini terjadi secara
berulang-ulang, sehingga istrinya menjadi terkatkaigng statusnya. dengan
datangnya islam, maka aturan seperti itu dirubatgae ketentuan bahwa talak
yang boleh dirujuki itu hanya dua kali. setelah ltoleh rujuk, tetapi dengan
beberapa persyaratan yang bétat.
Dalam kamus besar bahasa Indonesia ada beberapigidaéngenai talak

yakni perceraian antara suami dan istri, lepasrkgamn perkawinan, sudah

% http://id.wikipedia.org/wiki/Talak
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berpisah tetapi belum sah diceraikan. Dua perngataéak yang dijatuhkan
sebanyak dua kali dan memungkinkan atas suami rkggada istri sebelum
selesai idah. Satu pernyataan talak yang dijatuhdamanyak satu kali dan
memungkinkan suami rujuk kepada istri sebelum aelelah. Tiga pernyataan
talak yang tidak boleh rujuk lagi kecuali jika bekestri pernah kawin dengan
orang lain dan kemudian diceraikan (tidak dapatdijkan tiga kali berturut-turut
atau dijatuhkan sekaligu$).

Cerai talak, kata talak berasal dari kata thallgaglag berarti melepaskan.
Jadi mentalak istri berarti melepaskan istri ataemiebaskannya dari ikatan
perkawinan.

Ada beberapa pengertian talak menurut ulama fikdgima mazhab Hanafi
dan Hambali mengatakan bahwa talak adalah pelejcestzim perkawinan secara
langsung untuk masa yang akan datang dengan lafayj khusus. menurut
mazhab syafi'i, talak adalah pelepasan agad kaemgah lafal talak atau yang
semakna dengan itu. sementara menurut ulama mtdlek adalah suatu sifat
hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubusgami istri.

Islam menjadikan talak hak laki-laki atau suamieker laki-laki atau
suamilah yang dibebani kewajiban perbelanjaan rutaadpga, nafkah istri, anak-
anak, dan kewajiban lain. Yang dimaksud dengan jiearakewajiban lain ialah
kewajiban-kewajiban yang kemudian dibebani kepadams apabila ia telah
menjatuhkan talak kepada istrinya. Kewajiban-kelvaa)i ialah melunasi
maskawin yang belum dibayar atau dilurfdsinemberi mut'ah yakni memberi

suatu pemberian guna menggembirakan istri yandp wi@laknya baik berupa

!> Kamus Besar Bahasa Indonesia.
16 “Berikanlah maskawin kepada wanita yang kamu nikahagai pemberian yang wajipAl-
Quran: 4, S. 4 (An-Nisa)
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uang maupun benda sesuai dengan keadaan dan kedusu#&mi’ memberi
nafkah ‘iddah yakni biaya hidup istri selama jangkaktu ‘addah rajt®
menyediakan perumahan yakni tempat kediaman biaigyasg telah di talak raj’i
sedangkan bagi istri yang ditalak ba’in hanya dedeah tempat kediaman apabila
dalam keadaan hanlil memberikan pakaian bagi istri yang ditalak.

Berkenaan dengan kewajiban-kewajiban tersebut, nsdaang suami
hendaklah melihat jauh kemuka, memikirkan dalanadal disamping juga
mengenang lebih jauh sebelum menggunakan hak yalag ada ditangannya.
Mengambil istri dengan baik maka melepaskannyashdemgan baik pula, bukan
melemparkannya begitu saja, sebaimana firman Altaltau lepaskanlah mereka
dengan baik™®

Karena itu Allah, disamping mengadakan dan memperiean talak, Allah
memagarinya dengan peraturan-peraturan yang gunangtg&k menyukarkan
terjadinya talak. Sehingga tidak bermudah-mudahndahenjatuhkan talak dan
terceganya talak demi memelihara tali perkawinangytelah dirajut menjadi
sepasang suami istri. Talak yang diperkenankanahda@lak sebagai way out,
talak yang dipergunakan tidak sebagai way out Hhakantalak yang
diperkenankan Allah tetapi talak yang dimurkai, avgdun talak yang dijatuhkan
tidak sebagai way out itu sah menurut hukum IslKarena menurut Undang-
undang Perkawinan bahwa talak hanya dapat dilakukdapan Pengadilan
Agama, maka suami hanya dapat melakukan ikrar talakdepan sidang

Pengadilan Agama. lkrar talak tidak di depan siddPgngadilan Agama,

7 «“Kepada wanita yang ditalak hendaklah diberikantoBiamiMut'ah menurut yang Ma'ruf,
sebagai kewajiban bagi orang-orang yang takwal;Qur'an: 241, S. 2 (Al-Bagarah)

18 «Tempatkanlah mereka (Para Istri) dimana kamu bempat tinggal menurut kemampuanmu
dan jangan kamu menyusahkan merekan untuk menkamgiitati) mereka” Al-Qur'an Al-
Karim: 6, S. 65 (Al-Thalaq)

9 Al-Quran: 1, S. 65 (Al-Thalaq)

2 Al-Quran: 2, S. 65 (Al-Thalag)
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diragukan sahnya, karena itu tidak dapat dicatak,nmana dapat menyulitkan

yang bersangkutaft.

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Talak dapat dilaédn beberapa

macam antara lain :

a)

b)

d)

Talak Raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimsueemi berhak rujuk
selama istri dalam masa iddah.

Talak Ba'in Shughraa adalah talak yang tidak bal&bjuk tetapi boleh
akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipumdddkah.

Talak Ba'in Kubraa adalah talak yang terjadi unkétiga kalinya dan
talak ini tidak dapat dirujuk kembali dan tidak daplinikahkan kembali,
kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelalkabeistri menikah
dengan orang lain kemudian terjadi perceraian @hmshmasa iddahnya.
Talak Sunny adalah talak yang diperbolehkan yaitaktyang dijatuhkan
terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicam@alam waktu suci
tersebut.

Talak Bid'i adalah talak yang dilarang, yaitu talsgng dijatuhkan kepada
istri dalam keadaan haid, atau istri dalam keadsaci tapi sudah
dicampuri pada waktu suci tersebut.

2) Cerai Gugat

Cerai gugat adalah ikatan perkawinan yang putusagseb akibat

permohonan yang diajukan oleh istri ke pengadilganea, yang kemudian

termohon (suami) menyetujuinya. Cerai gugat dididalam pasal 73 UUPA.

Pasal 73 UUPA :

£ Djamil Latif. Aneka Perceraian Di Indonesi@halia Indonesia. Jakarta,198dm 42.
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(1) Gugatan perceraian diajukan oleh seorang istri &aasanya kepada
pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempatakesh penggugat,
kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggadmpat kediaman
bersama tanpa ijin tergugat.

(2) Dalam hal penggugat bertempat kediaman diluar hegiggatan perceraian
diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnyaputieltempat
kediaman tergugat.

(3) Dalam hal penggugat bertempat kediaman diluar negeaka gugatan
diajukan kepada pengadilan daerah hukumnya yangpuiglperkawinan
mereka dilangsungkan atau ke pengadilan agamatd gicerat.

Mengenai alasan perceraian dan alat bukti untukgajakan gugatan diatur
dalam pasal 74, 75, dan 76 UUPA dan Pasal 133,de34135 KHI. Pasal 75 ayat
(2) UUPA merupakan penjabaran garis hukum daridinllah dalam surat An-
Nissa’' (4) ayat 35, yang kemudian mengambil betgakbaga yang disebut BP4
(Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian &arcer

Gugatan tersebut gugur apabila suami atau istringgal sebelum adanya
putusan pengadilan mengenai gugatan perceraianNdmun, apabila terjadi
perdamaian, tidak dapat diajukan gugatan percerbgan berdasarkan alasan
yang ada dan telah diketahui oleh penggugat sebgéndamaian tercapai. Upaya
perdamaian yang dimaksud kemungkinan terjadi, nmgagiia tidak dibatasi pada
sebelum pemeriksaan perkara, namun dapat diupaystep kali sidang. Lain
halnya bila tidak tercapai perdamaian, pemerikgaayatan perceraian dilakukan
dalam sidang tertutup.

Ketika sidang pemeriksaan gugatan perceraian difakisecara tertutup,

putusan pengadilan mengenai gugatan diucapkan dsidamg terbuka untuk
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umum. Perceraian dianggap terjadi, beserta sedatbmtahukumnya terhitung
sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan huktsp. Oleh karena itu,
kehadiaran pihak-pihak yang berperkara atau walkiBknya menjadi faktor
penting demi kelancaran pemeriksaan persidangdnnHaiuraikan dalam pasal
142 KHI.

3) Putusan Pengadilan

Sesuai dengan prinsip mempersukar terjadinya pearemmaka pasal 39
ayat (1) memuat ketentuan bahwa perceraian hangat dhlakukan didepan
sidang pengadilan yang berwenang setelah pengadigang bersangkutan
berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua pi#lak, sedang pasal 40 ayat
(1) memuat ketentuan bahwa gugatan perceraiarkdiakepada pengadilan.

Dimaksud dengan pengadilan disini ialah Pengadgama bagi mereka
yang beragama Islam dan Pengadilan Umum (Pengabliémyeri) bagi lainya
sebagaimana ditentukan oleh pasal 63 ayat (1)ZJam@lang-undang No. 1 tahun
1974.

Putusnya perkawinan yang dikarenakan Putusan Piangacng dikenal
dengan istilah Ta'lik talak. Talak yang dijatuhkaleh Putusan Pengadilan antara
lain #2

a) Talak Munajjaz (kotan) yaitu talak yang tidak digamgkan kepada
syarat dan tidak pula disandarkan kepada suatu yaagpakan datang,
tetapi talak yang dijatuhnya pada saat diucapKak tau sendiri.

b) Talak Muallag (digantungkan) yaitu talak yang jatyh digantungkan

kepada terjadinya suatu keadaan.

22 H .M. Djamil Latif, S.H. him.61.
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c) Talak Mudlaf (disandarkan) yaitu talak yang jatuirdisandarkan pada
suatu masa yang akan datang.

Ta'lik talak yang berlaku di Indonesia berlainamgen ta’lik talak yang
ada di kitab figih, yang menjadi sasaran adalaf s&perti suami mengatakan
kepada istrinya : kalau engkau keluar dari rumaheingkau tertalak, sedangkan
ta’'lik talak yang berlaku di Indonesia yang menjadsaran adalah suami. Ta’'lik
talak ini didasarkan kepada firman Allah : “Dargjigeorang wanita (istri) kawatir
akan nusyuz atau sikap tak acuh dari suaminya nt@ek mengapa bagi
keduanya mengadakan perdamaian dengan sebenamymerdan perdamaian itu
lebih baik, walaupun manusia itu menurut tabiatkija”. %*

Selain Ta'lik talak dikenal juga adanya fasakh y#egarti mencabut atau
membatalkan. Asalnya adalah dari pokok kata yanmgrtbemencabut (sesuatu
yang resmi), didalamnya terkandung pengertian bdhsakh ini memperlihatkan
kekuasaan seorang gadli islam untuk membatalkanu sparkawinan atas
permintaan pihak istri. Jadi fasakh adalah semagmenteraian dengan keputusan
hakim atas permintaan pihak istri. Karena itu fasalapat dianggap sebagai
imbangan talak yang ada di tanggan laki-laki (sjaDan dari tinjauan syara’
dan hikmahnya dapatlah kita sebut bahwa fasakladalah peluang atau jalan
kesempatan bagi istri untuk memperoleh percera@m suaminya dari seqgi
hukum. Jika kepada suami diberikan hak talak, mied@ada istri disediakan
lembaga fasakh, sehingga dengan demikian dapaa#aa bahwa islam benar-

benar menciptakan keadilan dan persamaan.

% Al-Quran: 128, S. 4 (An-Nisa)
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Seluruh ulama sepakat bahwa ikatan perkawinan ddipatus dengan

fasakh,

tetapi ada perbedaan pendapat mengenaandalksan yang bisa

dipergunakan untuk minta fasakh.

Pada garis besarnya ada empat hal yang dapatkdijadiasan oleh seorang

istri untuk minta fasakh, yaitu :

a)

b)

d)

Suami mempunyai cacat.

Tentang cacat badan salah satu pihak atau perdegan akibat tidak
dapat menjalankan kewajibanya sebagai suami istitirdoleh Undang-
undang perkawinan sebagai alasan yang dapat medgsdir untuk
perceraian.

Suami miskin

Apabila suami tidak mempunyai kesanggupan untuk Ipeenmafkah
yang minimal kepada istrinya atau tidak memilikim@npuan untuk
menyediakan pakaian atau tempat kediaman istriyania miskinya
suami, menurut syafei, maliki dan hambali, istridhomemfasakhkan
perkawinanya baik hakim yang memfasakhkannya agamiptaan istri
maupun istri sendiri yang memfasakh perkawinanyeyde izin hakim.
Suami mafqud

Suami mafqud adalah hilangnya suami tidak tahu kenperginya dan
menurut persangkaan yang kuat bahwa ia telah Datlam hal suami
yang mafqud ini, istri dapat meminta fasakh kepgaaldm. Hanya untuk
fasakh ini isti harus menunggu jangka waktu tettent

Salah satu pihak dari suami istri murtad
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Menurut hukum islam, murtadnya (keluar dari agasiam) seorang
dari suami istri menyebabkan putusnya ikatan perk@wy karena
perkawinanya menjadi terfasakh.

Perbedaan fasakh dengan talak adalah bahwa padkh fadak mengurangi
bilangan talak yang ada pada tangan laki-laki, sgdalak mengurangi bilangan
talak tersebut, pada fasakh itu tidak memungkinkgok dalam masa iddah,
sedang pada talak ada kemungkinan rujuk dan adgatigak.

3. KAJIAN UMUM TENTANG BATASMINIMAL USIA KAWIN

Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Pergalu Anak
menyatakan secara tegas. Pasal 1, Anak adalahraege@ng belum berusia 18
(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masdamd&bndungan dan pada
pasal 26 ayat 1 poin c disebutkan, keluarga dangotaa berkewajiban untuk
mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-ane&ard@ jelas undang-undang
ini mengatakan, tidak seharusnya perkawinan dilakuterhadap mereka yang
usianya masih di bawah 18 tahun.

Sedangkan dalam undang-undang No. 1 tahun 1974mdalasal 7
dinyatakan bahwa perkawinan hanya diijinkan jikhagi pria sudah mencapai
usia 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanitgeb@m belas) tahun. Jadi
sudah sangat jelas bahwa seseorang yang belum paecc&up usia yang sesuai
dengan ketentuan undang-undang dilarang melakuddainan.

4. TEORI PENEGAKAN HUKUM

Dalam hal penegakan hukum, setiap orang selalu Inaeapkan dapat
ditetapkannya hukum dalam hal terjadinya peristkwagkrit, dengan kata lain
bahwa peristiwa tersebut tidak boleh menyimpang lomus ditetapkan sesuai

dengan hukum yang ada atau berlaku, yang padangkhmanti kepastian hukum

24



dapat diwujudkan. Namun perlu diingat bahwa dalamegakan hukum ada tiga
unsur yang selalu harus diperhatikan guna mewujudilekikat dari fungsi dan

tujuan itu sendiri, yaitu: kepastian hukuifrechtssicherheit) kemanfaatan

(zweckmassigkeitan keadilarfgerechtgkeit).

Tanpa kepastian hukum orang tidak mengetahui apg karus diperbuat
yang pada akhirnya akan menimbulkan keresahan. Addi@pi terlalu menitik
beratkan pada kepastian hukum, terlalu ketat memesaturan hukum akibatnya
juga akan kaku serta tidak menutup kemungkinan alegat menimbulkan rasa
ketidakadilan. Apapun yang terjadi peraturannyaladdalemikian dan harus
ditaati dan dilaksanakan. Dan kadang undang-und@ngering terasa kejam
apabila dilaksanakan secara ketat.

pada umumnya, masyarakat hanya melihat kepadaupsaratukum dalam
arti kaidah atau peraturan perundang-undangantatesu bagi para praktisi.
Sedang kita sadar bahwa undang-undang itu tidadéatpurna, undang-undang
tidaklah mungkin dapat mengatur segala kegiatandkphn manusia secara
tuntas. Ada kalanya undang-undang itu tidak lengkiap ada kalanya undang-
undang tersebut tidak jelas. Tidak hanya itu, dalk@Qur'an sendiri yang
merupakan rujukan umat Islam dalam menentukan hukkam suatu peristiwa
yang terjadi, ada kalanya masih memerlukan suatafpean (nterpretas), pada
masalah-masalah yang dianggap kurang jelas danndkimkan atasnya untuk
dilakukan suatu penafsiran.

Teori penegakan hukum adalah substance, strucamecdlture. substansi
hukum (substance) yakni kaidah/norma hukum serteatyp@n perundang-
undangan, struktur hukum (structure) yakni apasategak hukum dan budaya

hukum (legal culture). Bilamana ketiga komponen umktersebut bersinergi
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secara positif, maka akan mewujudkan tatanan sikigmam yang ideal seperti
yang diinginkan. Dalam hal ini, hukum tersebut &feknewujudkan tujuan

hukum (keadilan, kemanfaatan dan kepastian huk@abpaliknya, bila ketiga
komponen hukum bersinergi negatif maka akan mddahitatanan sistem hukum
yang semrawut dan tidak efektif mewujudkan tujuakum.

Hukum, kaidah/norma, perundang-undangan (substémgium) yang
merupakan komponen dari sistem hukum memiliki furggbagai alat untuk
melindungi kepentingan manusia atau sebagai perigah kepentingan manusia.
Upaya yang semestinya dilakukan guna melindungeki&pgan manusia ialah
hukum harus dilaksanakan secara layak. Pelaksamaleonm itu sendiri dapat
berlangsung secara damai, normal tetapi dapadigpida karena pelanggaran
hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggasdeut haruslah ditegakkan,
dan diharapkan dalam penegakan hukum inilah hukerselbut menjadikan
kenyataan.

Dalam hal terjadinya pelanggaran undang-undanghatspenegak hukum
harus melaksanakan atau menegakkan undang-undakign ldebagai salah satu
unsur dari struktur hukum tidak dapat dan tidakebomenangguhkan atau
menolak menjatuhkan putusan dengan alasan karenamhya tidak lengkap
atau tidak jelas. Hakim dilarang menolak menjatmhgatusan dengan dalih tidak
sempurnanya undang-undang.

Hakim atau aparat hukum lainnya yang ditugaskanukuppenerapan
peraturan hukum umum pada peristiva hukum konlkxiau dapat dikatakan
adalah proses konkretisasi atau individualisasatpean hukum yang bersifat
umum dengan mengingat akan peristiwa konkrit teuté8udikno Mertokusumo,

1996: 37).
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Studi mengenai analisis terhadap prosedur penerhuknm oleh hakim
dalam proses pengambilan keputusan, kiranya tegakati melalui pendekatan
teori sistem hukum sebagaimana dikemukakan olehrdrzse M. Friedman
yakni: Substance of the rule, legal structure, dan legdtuce (Lawrence M.
Friedman, 1975: 11jan teori penegakan hukum sebagaimana yang dikéwauka
oleh Soerjono Soekanto (1993: 5) yaitu:

a) materi hukum atau undang-undang,

b) penegak hukum,

c) sarana dan fasilitas,

d) masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum terskbbéraku,

e) budaya masyarakat, dalam hal ini akan diteliti dakaktor yang
mempengaruhi hakim dalam proses penemuan hukum.

Serta teori tentang tujuan hukum yakni mencapadike® menciptakan
kemanfaatan dan menciptakan kepastian hukum, guwldnan apakah produk
pengadilan (putusan oleh hakim) dapat mewujudka&ikatdari tujuan hukum

yang ada.
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BAB |11
METODE PENELITIAN
1. Metode Pendekatan
Penelitian ini adalah penelitian empiris, dalam ghéian ini Metode
pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yusdsiologis yaitu
Pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji pertapaa dari aspek hukum
yaitu mengkaji pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) peaat pemerintah no 9 tahun
1975 tentang pelaksaanan undang-undang no 1 téih téntang perkawinan.
Sedangkan pendekatan sosiologis artinya hendak linepelaksanaan yang
dilakukan pengadilan agama sebagai mediator dafgagaumenekan perceraian
dari pasangan perkawinan usia muda dan pada mkaydtasendiri.
2. Lokas Pendlitian
Lokasi penelitian ini di lakukan di Kabupaten Sigoa Alasan memilih
tempat ini karena kabupaten Sidoarjo sendiri méwapadaerah yang banyak
terjadi perceraian khususnya perceraian perkawingia muda. Walaupun
kabupaten Sidoarjo adalah salah satu daerah pegsianukota provinsi jawa
timur sangatlah mustahil bahwa terjadi banyak parae, namun hal tersebut
tidak menjamin bahwa perceraian yang terjadi séatgatinim, hal tersebut dapat
dibuktikan dengan menilik data yang dikelurkan Relign Tingi Agama Jawa
Timur bahwa di kabupaten Sidoarjo banyak terjadc@mian, makan sangatlah
penting peranan pengadilan agama sebagai medr#tde mmenekan perceraian.
3. Jenisdan Sumber Data
a. Jenis Data
Penelitian ini menggunakan jenis data yang teddiri dua, yaitu :

1. Data Primer
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Data primer adalah data yang diperoleh secara laggslieh
peneliti tanpa melalui media peranfdrdata Primer dalam penelitian
ini diperoleh langsung dari penelitian di lapangrupa hasil
wawancara yang dilakukan dengan narasumber yakgittefengan
permasalahan yang di angkat penulis, yaitu upaggaipnenekan
tingkat perceraian dari perkawinan usia muda.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh secask tid
langsung oleh peneliti melalui media perantara higeeroleh dan
dicatat oleh pihak laffi. Data sekunder dalam penelitian ini berupa
dokumen, literatur-literatur, hasil penelitian, d&mdang-Undang
antara lain: Undang-undang Dasar Republik Indonesian 1945,
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawidadang-
Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungark ARR No. 9
Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Namahun
1974, serta literatur yang berhubungan dengan pianel

b. Sumber Data
1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data penelitiang ya
diperoleh langsung dari pihak-pihak yang berkaitaengan
permasalahan yang diangkat penulis. Sumber dataepridalam
penelitian ini adalah instansi pemerintah yang kuédan upaya-upaya
untuk menekan tingkat perceraian serta pelaku pania usia muda

dan pelaku perceraian di kabupaten Sidoarjo.

24 Nur Indriantor. Metodologi Penelitian Bisnis.PT IBE. Yogyakarta,1999, him 146
% bid.
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2. Sumber Data Sekunder
Sumber data sekunder adalah sumber data penejriamn
diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti. Sarmbata ini
diperoleh dari dokumen-dokumen kantor pengadilaamagdan studi
kepustakaan yang dilakukan di Pusat Dokumentasi Idéormasi
Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (PDIH RbB),
Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, PerpastakKota
Malang, peraturan perundang-undangan, media ma&sta iaternet
yang berkaitan langsung dengan penelitian ini.
4. Teknik Pengumpulan Data
1. Teknik Pengumpulan Data Primer
Data primer, yaitu data yang digali secara langsdag
lokasi penelitian dan pada obyek yang diteliti, ssggkan teknik
yang digunakan adalah :
Interview, yaitu teknik mengumpulkan data yang digunakan
dengan jalan mengadakan wawancara dengan pihak yang
berkompeten.
2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder
Data Sekunder, yaitu data yang digali dengan tekstidi
kepustakaan, dimana akan mempelajari data dari sk&fpaan yang
bersumber pada bahan hukum yang berupa buku-htématlre-literatur,
peraturan perundang-undangan dan tulisan-tulisag parkaitan dengan

permasalahan yang diangKkAt.

% Bambang Sunggon®etode Penelitian HukunRaja Grafindo Persada. 1996. him 122
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5. Populasi dan Sampel
1. Populasi
Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian yaagpatdterdiri
dari manusia, benda-benda, nilai atau peristiwva gyamemiliki
karakteristik tertentu dan dapat dijadikan sebagaiber data penelitidh.
Populasi dalam penelitian ini yaitu : Pengadilayata Sidoarjo.
2. Sampel
Sample penelitian adalah sebagian dari populasy yhanggap
dapat mewakili populasi. Teknik pengambilan sampienggunakan
proposive sampleatau sample bertujuan. Adalah sample yang dipilih
berdasarkan pertimbangan bahwa sample berhubuaggsuing dengan
masalah yang hendak diteliti oleh penulis, yaitlipoé:
1. Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama Sidoaipanyak 2 orang.
2. Pasangan suami istri yang telah bercerai sebanpak@hgan cerai.
sehingga jumlah seluruh responden penelitian iaiedd6 orang.
6. Teknik Analisis Data
Penelitian ini menggunakan metode analisa Deskrifgsalsis yaitu
memaparkan keadaan yang diteliti oleh peneliti dangnenggunakan pisau
analisis logis, kritis dan radikal untuk mendapati@emahaman yang lebih
mendalam dari data penelitian yang diperoleh penélietode analisis yang
dipergunakan dalam penelitian ini adalah metatdskriptif analisys yaitu
memaparkan data-data yang diperoleh dari penebeg@ara sistematis kemudian

dianalisa untuk memperoleh suatu kesimpdfan.

2" Moleong.Metode Penelitian KualitatiRemaja RosdakaryBandung, 2004, him. 45
% Sumadi Suryabratdjetode PenelitianRajagrafindo Persada, Jakarta, 2002, him. 85
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7. Definisi Operasional

1. Peranan adalah berusaha melakukan dengan baik dsdamua yang
dibebankan atau suatu tindakan yang dilakukan sdskorang dalam suatu
peristiwva guna menyelesaikan dan mencari jalanakeiintuk mencapai
suatu tujuan tertentu membawa kepada hal yang bebih

2. Pengadilan Agama adalah Badan Pengadilan bertugas bérwenang
memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkaragkai pertama antara
orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawviaris, Wasiat,
Hibah, Wakaf, Zakat, Infagq, Shadagah, dan Ekonoyari&h.

3. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melabgep perundingan
untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengantdib&eh mediator.

4. Mediator adalah pihak netral yang membantu parakpitlalam proses
perundingan guna mencari berbagai kemungkinan pesajan sengketa
tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakahgsnyelesaian.

5. Upaya-upaya menekan perceraian adalah usaha urgnkapai maksud,
mencari jalan keluar guna menekan tingkat perceraia

6. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seom@r® dengan seorang
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membeikelkarga (rumah
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketohéerag Maha Esa.

7. Perceraian adalah putusnya hubungan sebagai sséiniseélagi kedua-
duanya masih hidup atau karena salah satu meninggal

8. Usia muda adalah umur pelaku perkawinan yang ntadirm matang fisik
serta mental dan belum mencapai umur dewasa skstgituan undang-

undang.
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BAB IV
PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Sidoarjo
1. Profil Pengadilan Agama Sidoarjo

Dalam penelitian ini pengambilan data di Pengadiegama Sidoarjo,
Pengadilan Agama ini berkedudukan di Kabupaten &jdoterletak di Jl.
Hasanudin No. 90 sekardangan Sidoarjo Jawa Timenlu@g Pengadilan Agama
Sidoarjo berdiri diatas tanah hak pakai atas nampaRemen Agama Republik
Indonesia (sertifikat hak pakai no. 2 tanggal 2®rBari 1998, surat ukur no.
632/1988 luas tanah 1.01Z fseribu dua belas meter persegi). Pengadilan Agama
Sidoarjo terdiri atas dua bangunan yaitu : Banguestung ukuran 18,3 x 15m
275nt dari proyek Departemen RI tahun 1978/1979. Banguyedung ukuran
18,3 x 8 m2 = 146,4 dan proyek Departemen Agam@iRinanggaran RI tahun
anggaran 1983/1984, Sidoarjo dengan surat KepulNed® tahun 1984 tanggal
21 Mei 1994. Yurisdiksi, Luas Wilayah dan Jumlamé&eluk Adapun wilayah
Yurisdiksi Pengadilan Agama Sidoarjo meliputi 18&cKmatan dan 331 Desa, luas
wilayah Kab. Sidoarjo kurang lebih 714.243 Km? segkan jumlah penduduknya
mencapai 1.480.578 jiwa.

Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu penyangdatébiPropinsi Jawa
Timur merupakan daerah yang mengalami perkembapegsat. Keberhasilan ini
dicapai karena berbagai potensi yang ada di wilayahseperti industri dan
perdagangan, pariwisata, serta usaha kecil danngahedapat dikemas dengan
baik dan terarah.

Dengan adanya berbagai potensi daerah serta dukusgmber daya

manusia yang memadai, maka dalam perkembangannpapKi@®n Sidoarjo
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mampu menjadi salah satu daerah strategis bagiepgyangan perekonomian
regional.

Kabupaten Sidoarjo terletak antara 112 5 dan 11B§ur Timur dan
antara 7 3’ dan 7 5’ Lintang Selatan. Batas sebelaha adalah Kotamadya
Surabaya dan Kabupaten Gresik, sebelah selataaha#@bupaten Pasuruan,
sebelah timur adalah Selat Madura dan sebelah hedatah Kabupaten
Mojokerto. Kabupaten Sidoarjo terletak diantara dlisan sungai yaitu Kali
Surabaya dan Kali Porong yang merupakan cabang Kiri Brantas yang
berhulu di kabupaten Malang. Beriklim topis dengaa musim, musim kemarau
pada bulan Juni sampai Bulan Oktober dan musimnhpgala bulan Nopember
sampai bulan Mei.

Pengadilan Agama ini merupakan Lembaga unit petekbadang teknis di
bidang Peradilan, yang berfungsi memeriksa, memutia® menyelesaikan
perkara di tingkat pertama antara orang-orang yemggama islam mengenai hal
perkawinan, waris, wasiat, hibab, wakaf, zakatagnfshadagah, dan ekonomi
syariah.

Adapun fungsi dari Pengadilan Agama Sidoarjo disagsebagai hal
tersebut diatas juga sebagai lembaga yang berkmmajnendamaikan pihak-
pihak yang berperkara. Jadi meskipun dalam suatkayze yang sudah kronis
bukan berarti tidak bisa didamaikan. Pengadilan mayaSidoarjo ini dalam
perkembangannya telah melaksanakan aturan-aturam sesuai dengan hukum
positif saat ini.

Tugas dan fungsi Pengadilan Agama ini telah tegudalam undang-
undang no. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agantanggga dapat diciptakan

kondisi masyarakat yang tertib dan taat hukum a@eteienjalali proses
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persidangan di Pengadilan Agama tersebut. Adapunkumenindak lanjuti

ketentuan undang-undang peradilan agama, adanyktustr organisasi di

Pengadilan Agama Sidoarjo dapat dilihat pada bddzwah ini :

Gambar 1

KETUA

WAKIL

HAKIM |

PANITERA/SEKERTARIS

KEPALA BAGIAN KEPALA BAGIAN KEPALA BAGIAN

PANITERA PANITERA JURU SITAIJURU KEPEGAWAIAN KEUANGAN UMUM

MUDA PENGGANTI SITA PENGGANTI

Sumber : Kantor Pengadilan Agama Sidoarjo, Jaragdro

Keterangan :

© oo NG RWDNE

PR R R R RRPR R
0N U WNRERO

Drs. Hidayat, S.H. Ketua Pengadilan Sidoarjo

Dra. Hj. Ma'fufah Shidgon, M.H. Wakil Ketua PendadiAgama Sidoarjo
Dra. Hindasah Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo

H. Basuni, SH. Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo

Dra.Siti Muarofah Sa’adah. SH. Hakim PengadilanrAgssidoarjo

Dra. Masrifah Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo

Drs. H. Sriyatin, S.H. M.AG. Hakim Pengadilan AgaBidoarjo

Dra. Rusydiana Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo

Drs. Zainal Aripin, S.H, M.Hum Hakim Pengadilan Aga Sidoarjo

. Dra. Hj. Masnukha, MH Hakim Pengadilan Agama Si@oar

. H. Muchlas Ni'am,, SH., M.Hum Panitera/sekretaenadilan Agama Sidoarjo
. Zainul Hudaya, SH. Wakil Panitera Pengadilan Agama

. Dra. Moh. Muhyidin, S.H. Wakil Sekretaris Pengadilgama Sidoarjo

. Drs. A. Faqgih, SH. Panitera Muda Pengadilan Agarda&sjo

. Muhammad Fachruddin, SH., M.H Panitera Muda Peteadigama Sidoarjo

. Masfi Handany, SH. Panitera Pengganti PengadilaanfgSidoarjo

. Nurul Islah, SH.Panitera Pengganti Pengadilan Agaidaarjo

. M. Khusnul Yakin, S.Ag Panitera Pengganti Pengadiilgama Sidoarjo

19.

Fanroyen Ali Hamka, SH., M.H. Panitera Penggantigadilan Agama Sidoarjo

20.M. Saifuddin, S.Hi Panitera Pengganti Pengadilaama Sidoarjo

Adapun seperti yang tertuang dalam Struktur OrganiBengadilan Agama

Sidoarjo, untuk dapat melaksanakan tugasnya derg@k, maka harus
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memahami pembagian tugas dan tanggungjawabnya grasising. Adapun
tugas masing-masing unsur tersebut adalah :

1) Drs. Hidayat, S.H. menjabat sebagai Ketua Pengadidmma Sidoarjo
Mempunyai tugas Memimpin dan bertanggung jawab atas
terselenggaranya pelaksanaan tugas Pengadilan Admmgan baik dan
menjaga terpeliharanya citra serta wibawa Badaraditan Agama
Sidoarjo.

2) Dra. Hj. Ma'fufah Shidqgon, M.H. menjabat sebagai Kiv&Ketua
Pengadilan Agama Sidoarjo
Mempunyai tugas Memimpin dan bertanggung jawab atas
terselenggaranya pelaksanaan tugas Pengadilan Admmgan baik dan
menjaga terpeliharanya citra serta wibawa Badaraddtan Agama
Sidoarjo.

3) Hakim
Mempunyai tugas Memeriksa, mengadili, memutus sedayelesaikan
perkara di Tingkat Pertama, Melakukan pengawasaemibérikan
pertimbangan / pendapat kepada Pimpinan Pengaiiijjama mengenai
hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan tugés masalah
Hukum dilingkungan Pengadilan Agama sidoarjo.

4) H. Muchlas Ni'am, SH., M.Hum. menjabat sebagai RaaiSekretaris
Pengadilan Agama Sidoarjo
Mempunyai tugas Membantu Pimpinan dalam melaksanakgasnya
memimpin pelaksaan tugas kepaniteraan dan kesgatataserta tugas-
tugas kejurusitaan lainnya dalam hal memberikaayRelan Teknis di

Bidang Administrasi Perkara dan Pelayanan di Bid&wigninistrasi
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5)

6)

7)

Umum kepada semua unsur pada Pengadilan Agama shetda
peraturan perundang-undangan yang berlaku sertagaebkuasa
pengguna angaran / barang.

Zainul Hudaya, SH. menjabat sebagai Wakil PanRenagadilan Agama
Sidoarjo

Mempunyai tugas Membantu Hakim dengan mengikuti oleEmcatat
dalam persidangan membantu panitera untuk seaagauag membina,
meneliti dan mengawasi pelaksanaan tugas admsiigierkara serta
melaksanakan tugas panitera apabila panitera laedpeah.

Dra. Moh. Muhyidin, S.H. menjabat sebagai Wakil ietdris
Pengadilan Agama Sidoarjo

Mempunyai tugas Membantu pimpinan dan sekretatendanemimpin
pelaksanaan tugas di bidang administrasi Kepegawgarencanaan
keuangan, umum serta bertanggung jawab atas kedtategadilan.
Panitera Muda Gugatan/Permohonan/Hukum

Mempunyai tugas Membantu Hakim dengan mengikuti ofemcatat
jalannya sidang pengadilan, Melakukan administrgserkara,
mempersiapkan persidangan perkara gugatan, meyiaglerkas
perkara yang masih berjalan dan urusan lain yangubangan dengan
masalah perkara gugatan. Membantu Hakim dengan ikugnglan
mencatat jalannya sidang pengadilan. Melakukan mdtrasi perkara,
mempersiapkan persidangan perkara, menyiapkan ekara yang
masih berjalan dan urusan lain yang berhubungamasemmasalah
perkara permohonan. Membantu Hakim dengan menglantimencatat

jalannya sidang pengadilan, Mengumpulkan, mengelalfemenyajikan
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8)

9)

data, menyajikan statistik perkara, menyimpan arggkara dan
melakukan pengurusan administrasi pembinaan Hukgana serta
melaksanakan tugas lain yang berdasarkan peratpeaondang-
undangan.

Panitera Pengganti

Mempunyai tugas Membantu Hakim dengan mengikuti ofeEmcatat
jalannya sidang pengadilan, Membantu panitera datemyelesaikan
sebagian administrasi perkara.

Juru Sita

Mempunyai tugas Melaksanakan tugas-tugas kejuaumsitntara lain
Melaksanakan pemanggilan kepada para pihak bemaegtas perintah
Ketua Majelis, Menyerahkan Relaas panggilan kepéetaa Majelis,
Melaksanakan bantuan pangilan dari Pengadilan Agalaa,

Mengirimkan Relaas panggilan kepada Pengadilan Aggamg minta
bantuan panggilan, Melaksanakan sita jaminan at@sitph Ketua
Majelis, Melaksanakan sita eksekusi atas perintatud& Pengadilan
Agama, Menyampaikan pemberitahuan isi putusan, Menlberita
acara sita jaminan / eksekusi, Mendaftarkan si@nan benda tetap
kepada instantsi berwenang, Melaksanakan Ilelang kgekesi

pembayaran sejumlah uang ) dalam batas, yang GOkaie

Melaksanakan tugas lain atas perintah pimpinan.

10)Kepala Bagian Kepegawaian

Melaksanakan kegiatan yang berhubungan denganrukeggegawaian

meliputi pengadaan, pemberhentian dan pendataawpeg

11)Kepala Bagian Keuangan
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Mempunyai tugas Melaksanakan kegiatan yang berlgdmmengan
keuangan selain biaya perkara, yang meliputi pareemn, pengunaan,
pembukuan, menguji SPM, penandatanganan SPM daapgoah
keuangan.
12)Kepala Bagian Umum
Mempunyai tugas Melaksanakan kegiatan yang berlgamumengan
Administrasi Umum dan perlengkapan serta perpuatak@ada
Pengadilan Agama Sidoarjo.
2. Vis dan Misi Pengadilan Agama Sidoarjo
Sesuai dengan yang diamanatkan pasal 4 ayat 2 ghtdlashang Nomor 4
Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, junctol g@saJndang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagairtelah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, bahwa peradildekukan dengan
sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Pengadlgama Sidoarjo
mencanangkan VISI sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN AGAMA YANG AGUNG “
Untuk dapat mewujudkan cita-cita sebagaimana leatseli atas, maka
Pengadilan Agama Sidoarjo menetapkan MISI sebasyaiu :

1) Miningkatkan profesionalisme aparatur Pengadilaarig.

2) Mewujudkan manajemen Pengadilan Agama yang modern.

3) Meningkatkan kualitas sistem pemberkasan perkagkdt pertama dan

tingkat banding.

4) Meningkatkan kajian syari'ah sebagai sumber hukuatem pengadilan

Agama.
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3. Prosedur Berperkara

Gambar 2

PROSEDUR PENDAFTARAN PERKARA

SKUM YANG TELAH DIBERI
NOMOR DAN DIBUBUHI
TANDA TANGAN
DISERAHKAN KEPADA
PIHAK YANG BERPERKARA
UNTUK DASAR
PENYETORAN PANJAR
BIAYA PERKARA KE BANK

!

PIHAK YANG
BERPERKARA

iy

MENGISI SLIP SETORAN
BANK SESUAI JUMLAH UANG
YANG TERTERA DALAM
SKUM DAN MENYERAHKAN
KEPADA PETUGAS COUNTER
KAS BANK BERIKUT UANG
PANJAR PERKARANYA

iy

COUNTER KAS
BANK

PIHAK YANG
BERPERKARA

y

BERIKUT SYARAT

MENYERAHKAN SURAT
GUGATAN/PERMOHONAN

PENDAFTARAN LAINYA

1L

PETUGAS MEJA
PERTAMA

—

OLEH PETUGAS MEJA
PERTAMA :

PEMEGANG KAS

—

17

MENYERAHKAN
SURAT

AN BERSERTA SKUM
KEPADA PEMEGANG
KAS

GUGATAN/PERMOHON

B

DITENTUKAN BESARNYA

PANJAR BIAYA PERKARA

YANG DITUANGKAN DALAM
SKUM

DISERAHKAN SURAT
GUGATAN/PERMOHONAN
DILENGKAPI SKUM KEPADA
PIHAK YANG BERPERKARA

{1

PIHAK YANG
BERPERKARA

KAS BANK DISERAHKAN

BANK YANG TELAH

YANG BERPERKARA

OLEH PETUGAS COUNTER

LEMBAR SLIP SETORAN

DIVALIDASI KEPADA PIHAK

1

PENDAFTARAN
SELESAI

PIHAK YANG
BERPERKARA

Sumber : Kantor Pengadilan Agama Sidoarjo, Jarfgdr®
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PIHAK YANG
BERPERKARA

iy

MENUNJUKAN BUKTI
SETORAN BANK DAN
MENYERAHKAN SKUM
UNTUK DIBUBUHI TANDA
LUNAS KEPADA PEMEGANG
KAS

-—

1

| PEMEGANG KAS |

!

OLEH PEMEGANG KAS
DISERAHKAN KEPADA PIHAK
YANG BERPERKARA

1 LEMBAR SKUM YANG
TELAH DIBUBUHI TANDA
LUNAS DAN 1 EKSEMPLAR

SALINAN SURAT
GUGATAN/PERMOHONAN
YANG TELAH DIBERI TANDA
PENDAFTARAN DAN NOMOR
PERKARA




Pendaftaran perkara pada Pengadilan Agama Sidoarjo.
1) Pendaftaran perkara dilayani di meja 1 mulai pulkuB0O sampai dengan
12.00 WIB dengan persyaratan :
a) Perkara Perceraian ( Cerai Talak / Cerai Gugat ).
= Menyerahkan surat permohonan cerai talak / cergatgmasing-
masing rangkap 4 yang dibuat dan ditanda tangaeh gang
bersangkutan atau kuasanya bagi para pihak yaalky bigta huruf,
sedangkan bagi para pihak yang buta huruf dibuat ditanda
tangani oleh Ketua / Hakim Pengadilan Agama bercgiatan
gugat cerai / permohonan talaklisan.
= Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan suratmibeserta
aslinya.
= Surat keterangan ghoib ( bila suami / istri tidakethhui tempat
tinggalnya ).
= Membayar Panjar Biaya Perkara melalui Kasir.
b) Perkara ljin Poligami.
= Menyerahkan surat permohonan cerai talak / cergatgmasing-
masing rangkap 4 yang dibuat dan ditanda tangasth gkng
bersangkutan atau kuasanya bagi para pihak yaalky bigta huruf,
sedangkan bagi para pihak yang buta huruf dibuat ditanda
tangani oleh Ketua / Hakim Pengadilan Agama bercgiatan
permohonan lisan.

= Surat pernyataan berlaku adil (dari suami).
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Surat keterangan penghasilan (bila suami pegawajerne
dikeluarkan oleh instansinya, bila swasta dikelaarloleh Desa
diketahui Camat.

Surat pernyataan bersedia dimadu baik isteri maaplam isteri.
Surat keterangan belum pernah menikah dari KUAa (loélon
isteri berstatus janda cerai), foto copy surat keanebekas suami
calon isteri (bila calon isteri berstatus jandaijnat

Membayar Panjar Biaya Perkara melalui Kasir.

c) Perkara Harta Gugat Bersama.

Menyerahkan surat permohonan cerai talak / cergatgmasing-
masing rangkap 4 yang dibuat dan ditanda tangaeth glng
bersangkutan atau kuasanya bagi para pihak yaalky bigta huruf,
sedangkan bagi para pihak yang buta huruf dibuat ditanda
tangani oleh Ketua / Hakim Pengadilan Agama bercgiatan
gugat lisan.

Foto copu akta cerai.

Surat-surat lain yang mendukung gugatannya (kalaj a

Membayar Panjar Biaya Perkara melalui Kasir.

d) Perkara Gugat Waris.

Menyerahkan surat permohonan cerai talak / cergatgmasing-
masing rangkap 4 yang dibuat dan ditanda tangaeth gkng
bersangkutan atau kuasanya bagi para pihak yaalkj bigta huruf,
sedangkan bagi para pihak yang buta huruf dibuat ditanda
tangani oleh Ketua / Hakim Pengadilan Agama bercgiatan

gugat lisan.
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Membayar Panjar Biaya Perkara melalui Kasir.

e) Perkara Dispensasi Kawin.

Menyerahkan surat permohonan cerai talak / cergatgmasing-
masing rangkap 4 yang dibuat dan ditanda tangaeh gang
bersangkutan atau kuasanya bagi para pihak yaalg Ibgta huruf,
sedangkan bagi para pihak yang buta huruf dibuat ditanda
tangani oleh Ketua / Hakim Pengadilan Agama bercgiatan
permohonan lisan.

Foto copy akta kelahiran.Surat keterangan dari K{iéntang
penolakan perkawinan karena usia belum mencukupi).

Foto copy Kartu Keluarga.

Membayar Panjar Biaya Perkara melalui Kasir.

f) Perkara Pengesahan kawin.

Menyerahkan surat permohonan cerai talak / cergatgmasing-
masing rangkap 4 yang dibuat dan ditanda tangasth gkng
bersangkutan atau kuasanya bagi para pihak yaaly bigta huruf,
sedangkan bagi para pihak yang buta huruf dibuat ditanda
tangani oleh Ketua / Hakim Pengadilan Agama bercgiatan
permohonan lisan.

Foto copy stock terakhir (bila pemohon berstatugalR@i Negeri
dan akan mengurus pension).

Foto copy Kartu Keluarga.

Membayar Panjar Biaya Perkara melalui Kasir.

g) Perkara Wali Adhol.
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Menyerahkan surat permohonan cerai talak / cergatgmasing-
masing rangkap 4 yang dibuat dan ditanda tangaeh gang
bersangkutan atau kuasanya bagi para pihak yaaly bigta huruf,
sedangkan bagi para pihak yang buta huruf dibuat ditanda
tangani oleh Ketua / Hakim Pengadilan Agama bercgiatan
permohonan lisan.

Surat keterangan dari KUA (tentang penolakan Wali).

Membayar Biaya Perkara melalui Kasir.

h) Perkara Pembatalan Kawin.

Menyerahkan surat permohonan cerai talak / cergatgmasing-
masing rangkap 4 yang dibuat dan ditanda tangaeth glng
bersangkutan atau kuasanya bagi para pihak yaalky bigta huruf,
sedangkan bagi para pihak yang buta huruf dibuat ditanda
tangani oleh Ketua / Hakim Pengadilan Agama bercgiatan
permohonan lisan.

Surat nikah.

Membayar Panjar Biaya Perkara melalui Kasir.

1) Perkara Perwalian.

Menyerahkan surat permohonan cerai talak / cergatgmasing-
masing rangkap 4 yang dibuat dan ditanda tangasth gkang
bersangkutan atau kuasanya bagi para pihak yaalkj bidta huruf,
sedangkan bagi para pihak yang buta huruf dibuat ditanda
tangani oleh Ketua / Hakim Pengadilan Agama bercgiatan
permohonan lisan.

Foto copy akta kelahiran anak.
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= Foto copy akta cerai.Surat-surat lain yang mendgkun
permohonannya (kalau ada).
= Membayar Panjar Biaya Perkara melalui Kasir.
J) Perkara PPPHP dan Akta Keahliwarisan (ADTMK).
= Foto copy KTP ahli waris.
= Surat pernyataan diatas materai (Rp. 6.000,-)ditdas segel tidak
memiliki ahli waris lainnya.
= Foto copy bukti-bukti harta waris.
= Membayar Panjar Biaya Perkara melalui Kasir.
2) Persidangan perkara perceraian dilakukan oleh Majtdkim selambat-
lambatnya 30 hari setelah surat gugat cerai/permahtalak didaftarkan
di Pengadilan Agama kecuali Tergugat (suami) / TDérom (isteri)
bertempat kediaman di luar negeri atau tidak dikgtéempat tinggalnya
(ghoib).
3) Pihak-pihak yang berperkara akan dipanggil olehusita Pengganti
Pengadilan Agama. Untuk menghadiri sidang yand teit@ntukan.
Persiapan Persidangan yang harus dilakukan olela p#rak yang
berperkara di Pengadilan Agama Sidoarjo :
1) Para pihak sebelum sidang terlebih dahulu mendaéiaror urut di meja
satpam dengan menyerahkan relaas panggilan.
2) Persidangan dilakukan di ruang sidang PengadilaamysgSidoarjo yakni
di ruang sidang | dan Il setiap hari Senin sampagdn Kamis.
3) Sidang dimulai pukul 09.00 WIB, para pihak dihamapnunggu di ruang
tunggu yang telah disediakan sampai ada panggilan Banitera

Pengganti / Panitera Sidang.
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4. Data Perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo
Pengadilan Agama Sidoarjo pada tahun 2009 mengreriara berjumlah
2765 perkara, akan tetapi yang dapat diputus saaibai tahun berjumlah 2660
perkara, dari jumlah keseluruhan perkara yang beakut ini tabel penjelasan
perkara cerai :
Tabel 1

Jumlah perkara perceraian Pengadilan Agama Sidoarjo

Laporan
Perkara Diterima Diputus
Cerai Talak 955 751
Cerai Gugat 1631 1418

Sumber : Jurnal Tahunan Laporan Perkara Pengailjama Sidoarjo, Desember 2009

Dari angka banyaknya perkara yang diterima olehg&gitan Agama ini
sangat besar kemungkinan semua perkara dapat dlipddén data-data bahwa
banyaknya perkarang yang masuk di meja pengadiamenyebabkan tidak
maksimalnya kinerja Pengadilan dikarenakan tidaknlsgangnya sumber daya
manusia pengadilan agama dengan perkara yang alitiang

5. Hal-hal Pemicu Perceraian

Melihat penyebab maraknya gugatan cerai kebanyaftgcu oleh
persoalan sepele, kemudian dibesar-besarkan. M#&akorang suami menggugat
cerai istrinya hanya karena si istri menggunakan raifk suami tanpa ijin,
kemudian suami menuduh istri menelpon laki-laki dukmuhrim tanpa

sepengetahuan suami, Suami marah dan melakukataguggrai ke Pengadilan
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Agama® Contoh ini, adalah sebagian kecil masalah emasg yaenimbulkan
prasangka buruk secara terus menerus menyebabkaergian. Pasangan
tersebut dihadapkan pada puncak emosional yangliida dihindarkan. Masalah
emosi pasangan antara laki-laki dan perempuan terlmkkarenakan oleh akar
pada masa kanak-kanak.

Akar masa kanak-kanak laki-laki dan perempuan tisaka. Anak-anak
laki-laki berbeda dengan anak perempuan dalam @ahgnan yang mereka
sukai, pola pendidikan emosi, hal bermain, rasgdandan pokok pembicaraan.
Anak laki-laki menyukai permaian yang berhubungasngéan ketangkasan,
kemandirian, saling bersaing, bertahan sedangkarempelan cenderung
bekerjasama, pokok pembicaraan perempuan berhubunigamgan emosi,
keterampilan bahasa. Sedangkan laki-laki banyak biearakan tentang
kemandirian, dan rasa bangga pada hal-hal yang ulbengan dengan
ketangkasan, kompetisi, dan kekuatan yang dimiliki.

Laki-laki dan perempuan berbeda dalam menghendedalaia emosi
masing-masing. Hal yang rawan bagi laki-laki ialdki-laki cenderung
mempertahankan ego dan harga diri mereka, dan kdak dikritik istri secara
terus menerus, bersikap membisu atau defensify&tay rawan bagi perempuan
cenderung emosional, suka mengkritik dan menan§ikap yang berbeda
tersebut kerapkali memicu pertengkaran apabil& trdemiliki kecerdasan emosi
untuk mengerti perasaan masing-masing pasangan.

Perbedaan pendapat, pertengkaran, percekcokarelipben yang terus

menerus menyebabkan hilangnya rasa cinta dan &agéng. Pertengkaran hanya

29 Wawancara dengan Wawancara dengan mbak Nanilkupetakawinan usia muda yang
mengalami perceraian.
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menyebabkan bersemainya rasa benci dan buruk saegkadap pasangah.
Pertengkaran yang meluap-luap akan menyebabkanghifa rasa percaya dan
terus memicu perceraian. Sementara perselisihag y@nakhir dengan baik
dengan menyadari dan mengetahui perasaan masimggnlasrsikap empati dan
mau memaafkan kesalahan pasangarthya.

Penyebab perceraian juga dipicu maraknya perkawnhamsia muda.
Perkawinan di usia muda membuat mereka belum sepyatasi pernik-pernik
pertikaian yang mereka jumpai. Perkawinan adalamenekan kesatuan tekad,
kepercayaan dan penerimaan dari setiap pasangarjalamen kehidupan
perkawinart?

Hal-hal pemicu pertengkaran seringkali muncul deeegoisan suami
terhadap istrinya yang menurut suami bahwa igddaktimau menghormati serta
menghargai suaminya, sehingga sering kali suamaukali hadapkan pada
persoalan yang sepele cepat sekali tersulut enmssygng menyebabkan
percekcokan antara suami istri yang pada ujunggmya jalan keluar yang
ditempuh adalah cerai, kondisi kematangn emosiramaasing-masing pihak
suami istri sangat menentukan sekali keberlangsudga keharmonisan daripada
suatu keutuhan keluarga.

Ketidaksiapan pasangan tentu berhubungan denggkatirkedewasaan,
mengatasi persoalan yang terkait dengan kehidigegoerti keuangan, hubungan

kekeluargaan, pekerjaan setiap pasangan. Cara andvekpikir, bertindak

%9 Wawancara dengan Sdr. Sriyanto, suami yang mekaeristrinya karena hanya selalu
diselimuti rasa cemburu pada istrinya.

1 Wawancara dengan Bapak Zainul Hudaya, SH. Selalkil panitera Pengadilan Agama
Sidoarjo.

% Wawancara dengan Sdr. lik Trijayanti, salah saluarga yang mengalami percerain karena
perkawinan usia muda.

33 Wawancara dengan Sdr. Januar, yang merupakan gaarsuatu pasngan suami istri yang
mengalami percerain hanya karena disebabkan seaimgkali memojokan istri dengan
permasalahan-permasalahan sepele.
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menentukan cara mereka mengambil keputusan daldup.hperkawinan di usia
muda yang disertai pendidikan rendah menyebabkiak tewasa.
6. Cara-caraMengatas Perselishan

Bagaimana mengelola perselisian yang berakhir dengak?. Setiap
pasangan bagaikan musuh dalam selimut (intimatsmeuns). Suami istri adalah
dua pribadi yang berbeda, dan berusaha hidup setlaiam keutuhan rumah
tangga. Untuk itu dibutuhkan banyak rasa salinggegnperasaan pasangan. Hal
ini dilakukan dengan cara :

Pertama, menenangkan diri dilakukan guna meredarasiemmpulsif.
Menenangkan diri dilakukan dengan cara, misalnydaksasi, Yyoga,
bersilaturrahmi, mendatangi tempat-tempat rekreasingheningkan diri dalam
doa-doa, berdzikir (mengingat Allah SWT), melakukahalat sunnah, dan
membaca al-Qur'an (kitab suci). Menenangkan dgajakan menenangkan jiwa-
jiwa yang gelisah, membersihkan racun-racun emasgymerusak hati. Dengan
menenangkan diri membuat orang sejenak merenungnéacari inspirasi serta
mendengarkan kata hati. Orang yang tenang tidak akadah terbawa emosi
pertengkaran. Sebaliknya, dengan menenagkan dkan amengakhirkan
perselisihan dengan menyadari kesalahan masingigasi

Kedua, dilaog batin dilakukan dengan berbicara dermatin, mengenai apa
yang diinginkan dan mengapa keinginan itu tidakpdauhi serta bagaimana
mengatasi realitas menurut diri. Dialog batin pellakukan guna membersihkan
pikiran-pikiran irasional. Dialog batin dengan mendarkan hati nurani dan akal
pikiran akan menemukan jalan keluar dari permasalayang dihadapi oleh

pasangan.
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Ketiga, mintalah nasehat perkawinan. Setiap pasang@iu mencari
penasehat untuk membantu mengatasi persolan ruemglga yang sudah akut.
Mendatangi para tokoh agamawan, para guru, ataukpaselor perkawinan akan
membantu mencari alternatif dari perselisinan ydihgdapi. Nasehat perkawinan
juga bisa dilakukan dengan membaca buku-buku yanguba tentang hakekat
perkawinan dan tujuan hidup pasangan. Nasehat wigrka juga diperoleh dari
contoh atau teladan para keluarga sejahtera, m&saffengan cara saling
berkunjung dan bertukar pengalaman dengan sesansm tatau sahabat dalam
mengatasi konflik rumah tangga. Nasehat perkawy@ang diperoleh dari teman,
sahabat atau ahli akan menguatkan kembali jiwa kasts. Nasehat perkawinan
bisa menjadikan tempat konsultasi para pasangamtgagah berkonflik.

Keempat, mendengar dan berbicara secara terbukmml@gasangan. Saling
mendengarkan keluhan pasangan, mencoba memahami pétiran masing-
masing akan membuat saling pengertian. Mendenggrkaangan adalah perlu
dalam sebuah hubungan keluarga. Setiap orang thdemgarkan oleh pasangan
tentang kerisauan-kerisauan mereka yang bergej@akng berbicara secara
terbuka tentang masalah yang jumpai oleh setiapngas, bukan membicarakan
tentang kepribadian. Karena kepribadian tidak kisarubah. Membicarakan
kepribadian negatif masing-masing hanya akan mesetiap pasangan menjadi
merasa ditolak, tidak dicintai dan dipersalahkantuld itu dalam membicarakan
perlu mempertimbangkan, apakah hal yang dibicarakdak menyinggung
kepribadian pasangan?. Bagaimana perasaan pasapgiila saya mengatakan
hal ini?. Jika setiap pasangan mampu menimbang masea akan terjadi

pembicaraan yang terbuka, penuh rasa percaya daingkatkan rasa cinta.
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B. Peranan Pengadilan Agama Sebagai Mediator dalam Upaya Menekan

Per ceraian Bagi Pasangan Perkawinan Usia Muda

Pengadilan Agama telah melakukan segala usaha untrkyelesaikan
permasalahan perceraian. Namun faktanya, Pengafijama sebagai lembaga
peradilan yang menyelesaikan permaslahan percdraginyang beragama islam
tidaklah lebih berhasil untuk mampu menekan peraerdabih minim lagi dengan
proses persidangan yang hanya dilakukan seminggali sedak sebanding
dengan masuknya perkara kemeja pengadilan, hal rmenyebabkan
menumpuknya pekara dari tahun ke tahun selain draélbut juga disebabkan
karena memang banyaknya masyarakat yang melakukacerpian. Yang
dimaksud disini adalah, Pengadilan Agama dalam aipgy menekan perceraian
tidaklah sebanding dengan perkara yang masuk ka pexgadilan. Selain itu
jumlah hakim serta pejabat pengadilan yang sangdttatas dengan jumlah
perkara yang terus bertambah tidaklah memadaiisliga dengan banyaknya
perkara yang terus bertambah di meja pengadilamgatenidak diiringi oleh
bertambahnya juga jumlah hakim dan pejabat peragadieh karena itu apa yang
telah menjadi cita-cita peradilan dengan mengadgkarses peradilan yang
singkat, cepat, dan murah akan sangat sulit tedvuju

Jika kita berbicara tentang peradilan, maka seyiagyang pertama kali
muncul dalam benak kita adalah mahal dan lamam $ttele-telenya proses
peradilan. Kita biasa menyebut pejabat peradilaaafadpenjahat, mafia kasus
atau lebih buruk lagi dan masih banyak lagi. Ma#laklah mengherankan bahwa
kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilian podar. Namun terlepas
dari permasalahan tersebut tetap saja bahwa paraatiblah suatu lembaga yang

dibentuk olah pemerintah sebagai tempat untuk niesg&an suatu perkara.

51



Putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan Agama pa&an penjamin
yang utama atau terbaik dan suatu ketika merupak#npendamai dari pihak-
pihak yang yang berperkara. Sanksi perdata merapaenjamin apabila
digunakan secara hemat, cermat, dan manusiawi. rB@raesebaliknya bisa
merupakan ancaman bila digunakan secara sembarahmansecara paksa.
Faktanya, banyak ditemukan penyalahgunaan kekuagaag menyebabkan
banyaknya pihak yang dirugikan. Konsep lembaga dilara tidaklah sesuai
antara teori dengan empirisnya.

Keberhasilan Pengadilan Agama sebagai mediatomdal@gaya menekan
percerai sangat tergantung pada proses mediagiaapéaa pihak yang akan
bercerai dengan mengadaptasikan nilai-nilai kekghen, agama, kesusilaan dan
sosial dalam suatu keluarga tersebut. Artinya, ilehentuk pemaksaan untuk
mendamaikan harus tidak terjadi dalam proses medidsh karenanya proses
mediasi di Pengadilan Agama dalam masalah percenaiadaknya bukan dengan
cara penekana atau pemaksaan, tetapi perlinduadedap keutuhan keluarga.

1. Upaya yang dilakukan Pengadilan Agama dalam menekan perceraian
melalui jalan mediasi.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agamdoafio dalam
menekan perceraian dapat dibedakan dalam dua katggni dengan cara
Formil dan cara Non-Formil.

Menekan perceraian dari perkawinan melalui caranfoyang dilakukan
oleh Pengadilan Agama Sidoarjo sementara ini hangklui mediasi, dengan
kata lain Pengadilan Agama sebagai mediator dalanyetesaikan permasalahan

cerai. Dasar Hukum Mediasi adalah :
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 Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang no 1 t&lfif4 tentang
perkawinan yang secara implementasi hukum bahwantakjib terlebih
dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara wsabekerkaranya
diperiksa.

« SEMA No 1 tahun 2002 tentang pemberdayaan lembagdamaian
dalam pasal 130 HIR/154 Rbg.

« PERMA no 02 tahun 2003 tentang prosedur mediapiedgadilan yang
kemudian diubah menjadi PERMA no 01 tahun 2008atemtprosedur
mediasi di pengadilan.

* Mediasi diatur dalam pasal 6 undang-undang no BOntal999 tentang

Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa.

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melabgsep perundingan
untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengantdib&eh mediator (Pasal 1
ayat 7 PERMA no 1 tahun 2008). Mediator adalah lpieiral yang membantu
para pihak dalam proses perundingan guna mencabadp kemungkinan
penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara nseratdu memaksakan
sebuah penyelesaian. (Pasal 1 ayat 6 PERMA nouh t2008). Dalam perkara
perceraian makan proses mediasi wajib untuk dilakukang dilakukan pada hari
sidang pertama yang dihadiri oleh para pihak yamgpdrkara untuk
mengupayakan perdamaian apabila tidak menempuh edups mediasi
berdasarkan PERMA no 1 tahun 2008 ini merupakamngelaran terhadap
ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg yemgakibatkan putusan
batal demi hukum.

Setelah para pihak hadir pada hari sidang perthalam mewajibkan para

pihak pada hari itu juga atau paling lama 2 (duaj kerja berikutnya untuk
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berunding guna memilih mediator termasuk biaya yamopgkin timbul akibat

pilihan penggunaan mediator bukan hakim. Setelata pehak telah sepakat
menentukan pilihannya makan berkewajiban segerayangpaikan mediator

pilihan mereka kepada ketua majelis hakim. Ketugelsa hakim segera

memberitahu mediator terpilih untuk melaksanakagasu Jika setelah jangka
waktu maksimal 2 (dua) hari kerja, para pihak tidipat bersepakat memilih
mediator yang dikehendaki, maka para pihak wajibhyampaikan kegagalan
mereka memilih mediator kepada ketua majelis hakBetelah menerima
pemberitahuan para pihak tentang kegagalan memmékdiator, ketua majelis
hakim segera menunjuk hakim bukan pemeriksa pokokapa yang bersertifikat
pada pengadilan yang sama untuk menjalankan fungsiator dan jika pada
pengadilan yang sama tidak terdapat hakim bukanepksa perkara yang
bersertifikat, maka hakim pemeriksa pokok perkaragan atau tanpa sertifikat
yang ditunjuk oleh ketua majelis hakim wajib meapan fungsi mediator.

Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setetetna pihak menunjuk
mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapahyerahkan resume
perkara kepada satu sama lain dan kepada medratmes mediasi berlangsung
paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak ntedidipilih oleh para pihak
atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim namun atssadkesepakatan para pihak,
jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lamé&mpat belas) hari kerja
sejak berakhir masa 40 (empat puluh) hari. Jangkl&uvproses mediasi tidak
termasuk jangka waktu pemeriksaan perkara. Jikarldigan dan atas dasar
kesepakatan para pihak, mediasi dapat dilakukaarse@arak jauh dengan

menggunakan alat komunikasi.
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Menurut Bapak Zainul Hudaya, SH. selaku wakil keRaaitera pengadilan
Agama Sidoarjo, mengutarakan bahwa melalui caraiasiedersebut tingkat
keberhasilanya hanya 80% karena sebagian besaagmahan perceraian yang
masuk dalam Pengadilan Agama apabila di ibaratkeatuspenyakit adalah
penyakit yang sudah kronis dan memang sudah sulikudisembuhkannya maka
dalam hal ini suatu masalah perceraian yang tela$ukndalam meja Pengadilan
Agama merupakan suatu masalah perceraian yang myesndah tidak ada jalan
keluar lainnya selain perceraian, walaupun adagsab&ecil yang memang bisa
didamaikan sehingga dapat rujuk kemBali.

2. Upaya yang dilakukan Pengadilan Agama dalam menekan percerain
melalui jalan penyuluhan hukum.

Selain melalui cara mediasi Bapak Zainul Hudaya, j8bla mengutarakan
bahwa pada akhir tahun 2005 sekitar pertengahaanbMovember pernah
diadakan penyuluhan hukum yang secara langsungirtinaoleh Pengadilan
Tinggi Agama Jawa Timur yang bekerjasama dengang®®#an Agama
kota/kabupaten se-Jawa Tinfdr. Sebagai salah satu dari upaya dalam
memberikan pelayanan prima bagi masyarakat, Pdagadigama Sidoarjo
selaku pelaksana dari Kekuasaan Kehakiman sebagainsa dari Undang-
undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan KelaakirRada saat itu
penyuluhan hukum di Kabupaten Sidoarjo diseleng@arali Kecamatan Candi
dan bertempat di Kantor Kecamatan Candi Sidoarjelakukan Penyuluhan
Hukum tentang Undang-undang Nomor 3 tahun 200&nenPeradilan Agama,

dan Kompilasi Hukum Islam (KH]I).

% Wawancara dengan bapak Zainul Hudaya, SH. Selakil panitera Pengadilan Agama
Sidoarjo.
% Wawancara dengan bapak Munir, S.H selaku Pariftengadilan Tinggi Agama Jawa Timur.
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penyuluhan hukum dapat diartikan sebagai proseyepanuasan yang
dalam hal ini, merupakan peyebarluasan informaate ilmu pengetahuan yang
terkait tentang peraturan perundang-undangan ydwagitkan oleh pemerintah ke
dalam praktek atau kegiatan praktis. Implikasi gangertian ini adalah:

1. penyuluhan hukum Sebagai agen penyebaran inforrpasiyuluh tidak
boleh hanya menunggu aliran informasi dari sumberker informasi
(peneliti, pusat informasi maupun institusi pemit melainkan harus
secara aktif berburu informasi yang bermanfaat @an dibutuhkan oleh
masyarakat. Dalam hubungan ini, penyuluh hukum sharangoptimalkan
pemanfaatan segala sumberdaya yang dimiliki sextgala media atau
saluran informasi yang dapat digunakan (media-mesagun internet) agar
tidak ketinggalan dan tetap dipercaya sebagai sumb@masi baru oleh
masyarakat.

2. Penyuluh hukum harus aktif untuk menyaring infornyasg diberikan atau
yang diperolen masyarakat dari sumber-sumber yamg Ibaik yang
menyangkut kebijakan, produk, metoda, serta nilai-perilaku. Hal ini
penting, karena di samping dari penyuluh hukum, yaradkat seringkali
juga memperoleh informasi atau inovasi dari sunsoenber lain (aparat
pemerintah, media masa, maupun LSM) yang tidaklusdb@nar dan
bermanfaat dan menguntungkan masyarakat. Sebab, pdagalaman
menunjukkan, informasi yang datang dari luar séafigebih berorientasi
kepada kepentingan luar dibanding keberpihakanmmada kepentingan
masyarakat itu sendiri.

3. Penyuluh hukum perlu lebih memperhatikan infornaasi dalam baik yang

berupa kearifan tradisional ~maupunendegenuous technolagy
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Hal ini penting, karena informasi yang berasal datam, di samping telah
teruji oleh waktu, seringkali juga lebih sesuai giem kondisi setempat, baik
ditinjau dari kondisi fisik, teknis, ekonomis, saldbudaya, maupun
kesesuainnya dengan kebutuhan pengembangan komseiiganpat.

4. Pentingnya informasi yang menyangkut hak-hak politiasyarakat, di
samping inovasi teknologi, dan kebijaka. Hal innjeg, karena yang untuk
pelaksanaan kegiatan dan peningkatan kesejahterasyarakat seringkali

sangat tergantung kepada kemauan dan keputusah.poli

Penyuluhan yang berasal dari kata dasar suluh abar, sekaligus
sebagai terjemahan dari kata voorlichting dapattikdeén sebagai kegiatan
penerangan atau memberikan terang bagi yang dakgeldpan. Sehingga,
penyuluhan hukum juga sering diartikan sebagaidtagipenerangan masyarakat
terhadap peraturan perundang-undangan. Sebagasppenerangan, kegiatan
penyuluhan hukum tidak saja terbatas pada memlimepkaerangan, tetapi juga
menjelaskan mengenai segala informasi yang ingisandpaikan kepada
kelompok sasaran yang akan menerima manfaat pdrgmulukum, sehingga
mereka benar-benar memahaminya seperti yang dimiggesuoleh penyuluh.
Terkait dengan istilah penerangan, penyuluhan hulk@amg dilakukan oleh
penyuluh tidak boleh hanya bersifat searah melainkarus diupayakan
berlangsungnya komunikasi timbal-balik yang memus#éu convergence
sehingga penyuluh juga dapat memahami aspirasiarest, manakala mereka
menolak atau belum siap menerima informasi yan@rdian. Hal ini penting,
agar penyuluhan hukum yang dilakukan tidak bergfaimaksaan kehendak
melainkan tetap menjamin hubungan yang harmoniaranpenyuluh dan

mnasyarakat secara berkelanjutan.
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Penyuluhan hukum sebagai proses perubahan perilaRalam
perkembangannya, pengertian tentang penyuluhannhtaikiak sekadar diartikan
sebagai kegiatan penerangan, yang bersifat searalpasif. Tetapi, penyuluhan
adalah proses aktif yang memerlukan interaksi amanyuluh dan yang disuluh
agar terbangun proses perubahan perilaku yang alanpperwujudan dari
pengetahuan, sikap, dan ketrampilan seseorang ¢gapat diamati oleh orang
atau pihak lain, baik secara langsung berupa ucdpaiakan, bahasa tubuh, serta
lain hal yang dilakukan. Secara tidak langsung laelanerja dan atau hasil
kerjanya. Dengan Kkata lain, kegiatan penyuluhanaktidoerhenti pada
penyebarluasan informasi atau inovasi, dan memdoerigenerangan, tetapi
merupakan proses yang dilakukan secara terus-ngnesekuat tenaga dan
pikiran, memakan waktu dan melelahkan, sampaidielja perubahan perilaku
yang ditunjukkan oleh penerima manfaat penyuluian masyarakat.

Penyuluhan hukum sebagai proses pendidikan ataepituwelajar diartikan
bahwa, kegiatan penyebarluasan informasi dan pEe@el tentang peraturan
perundang-undangan yang diberikan pada masyarakgat dmerangsang
terjadinya proses perubahan perilaku yang dilakukatalui proses pendidikan
atau kegiatan belajar. Artinya, perubahan perilgng terjadi atau dilakukan
oleh sasaran tersebut berlangsung melalui prodagibeHal ini penting untuk
dipahami, karena perubahan perilaku dapat dilakukestalui beragam cara,
seperti pembujukan, pemberian insentif maupun hadsau bahkan melalui
kegiatan-kegiatan pemaksaan baik melalui pencipkaedisi lingkungan fisik
maupun sosial ekonomi, maupun pemaksaan melaluamatdan ancaman-

ancaman.
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Berbeda dengan perubahan perilaku yang dilakukakarbumelalui
pendidikan, perubahan perilaku melalui proses delapsanya berlangsung lebih
lambat, tetapi perubahannya relatif lebih kekakuBahan seperti itu, baru akan
meluntur kembali, manakala ada pengganti atau 8esuang dapat
menggantikannya, yang memiliki keunggulan-keungguddaru yang diyakininya
memiliki manfaat lebih, baik secara ekonomi maupan-ekonomi. Lain halnya
dengan perubahan perilaku yang terjadi karena bojukadiah atau pemaksaan,
perubahan tersebut biasanya dapat terjadi dalartuwakg relatif singkat, tetapi
lebih cepat pula meluntur, yaitu jika bujukan, leddiatau pemaksaan tersebut
dihentikan maka masyarakan akan cenderung keméddi kondisi perilaku pada
saat belum pernah adanya penyuluhan hukum.

Penyuluhan hukum tidak sekadar merupakan prosasbgiesn perilaku
pada diri seseorang, tetapi merupakan proses genbsosial, yang mencakup
banyak aspek, termasuk politik dan ekonomi yangrdgbhngka panjang secara
bertahap mampu diandalkan menciptakan pilihangmlitbaru untuk memper-
baiki kehidupan masyarakatnya. Yang dimaksud depganbahan sosial di sini
adalah, tidak saja perubahan (perilaku) yang begslamg pada diri seseorang,
tetapi juga perubahan-perubahan hubungan antavidodidalam masyarakat,
termasuk struktur, nilai-nilai, dan pranata sogialn seperti demokratisasi,
transparansi, dan supremasi hukum.

Sejalan dengan pemahaman tentang penyuluhan hukbega proses
perubahan sosial yang dikemukakan di atas, pengaolybga sering disebut
sebagai proses rekayasa sosscial engineering atau segala upaya yang
dilakukan untuk menyiapkan sumberdaya manusia agaeka tahu, mau dan

mampu melaksanakan peran sesuai dengan tugas pl@kokungsinya dalam
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sistem sosialnya masing-masing. Karena kegiatasyesa-sosial dilakukan oleh
pihak luar, maka rekayasa sosial bertujuan untokujgdnya proses perubahan
sosial demi terciptanya kondisi sosial yang diikgim oleh pihak luar. Rekayasa
sosial yang pada dasarnya dimaksudkan untuk memigerkehidupan dan
kesejahteraan masyarakat, seringkali dapat betakibgatip, manakala hanya
mengacu kepada kepentingan perekayasa, sementsyaraiat dijadikan korban
pemenuhan kehendak perekayasa.

Penyuluhan hukum selain sebagaocial engineering juga sebagai
penguatan kapasitas, yang dimaksud dengan penguapasitas adalah
penguatan kemampuan yang dimiliki oleh setiap iddividalam masyarakat),
kelembagaan, maupun hubungan atau jejaring amasdn, kelompok organisasi
sosial, serta pihak lain di luar sistem masyarakateampai di arah global.
Kemampuan atau kapasitas masyarakat, diartikangaelolya atau kekuatan
yang dimiliki oleh setiap indiividu dan masyarakanuntuk memobilisasi dan
memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara Ibbrhasil guna (efektif) dan
berdaya-guna (efisien) secara berkelanjutan. D&labungan ini, kekuatan atau
daya yang dimiliki setiap individu dan masyarakakdn dalam arti pasif tetapi
bersifat aktif yaitu terus menerus dikembangkan ditnatkan untuk melakukan
sesuatu yang lebih bermanfaat dan sadar akan hukum.

Penyuluhan hukum yang demikian ini sebenarnya savegar berdampak
positif terhadap perkembangan pengetahuan masyarakan pentingnya
pengetahuan hukum serta dampak-dampak yang negaid suatu perilaku
menentang terhadap aturan yang ada, namun penguhutkam tersebut sangat
disayangkan sekali bahwa penyelenggaraan penyuluesnm pada tahun 2005

merupakan penyuluhan hukum pertama dan terakhiaupah setiap tahun
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program penyuluhan hukum selalu diajukan dalam naragkerja Pengadilan
Agama Sidoarjo, namun selalu tidak ada tindak laagan hal tersebut, ungkapan
dari Bapak Zainul hudayah, SH. Yang juga dibenaré&lmin Bapak Dra. Moh.
Muhyidin, S.H. selaku wakil sekretaris pengadilagafa Sidoarjo yang juga ikut
membuat program kerja tahunan Pengadilan Agamagad

Sedangkan upaya dalam menekan tingkat percerartgavaan usia muda
melalui cara yang benar-benar murni Non-Formil saingaat ini belum pernah
dilakukan oleh para hakim maupun oleh para jajdrdengadilan Agama karena
terhambat oleh banyaknya perkara yang masuk ke mejagadilan serta
minimnya sumber daya manusia sehinga kurang memadai

Selain itu perlu adanya penguatan birokrasi yastgsiatik dari yang paling
rendah di jajaran desa kalau itu diperlukan, petagu8P4 (badan Penasehat
Perkawinan dan Penyelesaian Perkawinan) yang heglyagai lembaga swasta
yang berkantor di KUA (Kantor Urusan Agama) sehayasdiperkuat dengan
suatu undang-undang kalau perlu di masukkan datatang-undang No.3 Tahun
2006 tentang Peradilan agama dan memberikan kafelesberadaannya serta
penambahan fungsi desa untuk ikut peran aktif dafermasalahan dalam
lingkungan keluarga terutama masalah perceraiami@@erkara perceraian harus
melalui BP4 dan desa terlebih dahulu tanpa meloboakrasi yang ada secara
langsung ke meja pengadilan sehingga diharapkapa si@u saja suatu
permasalahan dapat diselesaikan ditingkat desa Hdarapannya dapat

meminimalisir perkara yang masuk ke meja pengadilan

% wawancara dengan bapak Dra. Moh. Muhyidin, S.tksewakil sekretaris Pengadilan Agama
Sidoarijo.
37 Wawancara dengan bapak Zainul Hudaya, SH. Selakkil wanitera Pengadilan Agama
Sidoarijo.

61



C. Hambatan-hamabatan yang dihadapi Pengadilan Agama dalam
Upayanya Menekan Perceraian Dari Perkawinan Usia Muda.

Dalam upayanya Pengadilan Agama menekan percasidapat beberapa
faktor-faktor penghambat yang dapat dikategorikalard 3 faktor yakni : faktor
hukumnya (perundang-undangan) atau substansi,rfaktoktur atau Lembaga
pembentuk hukumnya maupun lembaga pembuat hukundayayang terakhir
adalah faktor kultur atau budaya masyarakat italisen

Faktor substansi menurut Aristoteles menunjukarwbabubstansi dapat
dikatakan merupakan sesuatu yang di dalamnya tedwejsensi. Substansi
dipandang sebagai sesuatu yang adanya terdapatasn dlirinya sendiri. Jadi
substansi dalam suatu perundang-undangan adalahveujat yang esensi dalam
perundang-undangan itu sendiri yaberbicara tentang isi daripada ketentuan-
ketentuan tertulis dari hukum itu sendiri. Fakterdka adalah struktur atau
aparatur hukum adalah perangkat, berupa system k&ja dan pelaksana
daripada apa yang diatur dalam substansi hukum Setiangkan faktor yang
terakhir adalah kultur atau budaya hukum yang neénjzelengkap untuk
mendorong terwujudnya kepastian hukum adalah bagembudaya hukum
masyarakat atas ketentuan hukum dan aparatur hylurfaktor budaya hukum
ini juga tidak kalah pentingnya dari kedua faktaetals, karena tegaknya
peraturan-peraturan hukum akan sangat bergantupgd&e budaya hukum
masyarakatnya. Dan budaya hukum masyarakat tergankepada budaya

hukum.
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1. Hambatan-hambatan yang dihadapi Pengadilan Agama dalam

Upayanya Menekan Perceraian Melalui Mediasi.

Dalam upayanya Pengadilan Agama menekan percasidapat beberapa
faktor-faktor penghambat mencakup : faktor hukumfgarundang-undangan),
faktor sarana dan prasarana, faktor penegakan myaufiaktor masyarakat dan
faktor terakhir adalah budaya masyarakat. Muncukwadala-kendala tersebut
tentunya perlu untuk dicari pemecahanya agar dalaaya menekan perceraian
dari perkawinan usia muda dapat dilakukan dengak den lancar. Namun di
antara kendala-kendala tersebut, kendala-kendala lapangan yang
menghambatan yang dihadapi oleh Pengadilan Aganh@af® dalam menekan
tingkat perceraian antara laf :

1) Keterampilan Sebagai Mediator

Pasal 1 angka 6 tentang definisi mediator tidak syaratkan
mediator harus bersertifikit. Hal ini merupakan keleluasaan yang
diberikan Perma mengingat tidak mungkin menungganga mediator
yang bersertifikat untuk memberlakukan mediasi engadilan. Untuk
mengatasi keterbatasan tenaga mediator yang bigkaerdi tengah
kuatnya keinginan untuk mengefektifkan Perma teptarediasi, Perma
memberi keleluasaan kepada pengadilan untuk mekungdiator dari
hakim dengan syarat bukan hakim yang menanganiapertersebut.
Sayangnya, mayoritas hakim yang diangkat menjaddiat@ tidak

memiliki keterampilan khusus tentang mediasi. Hal seharusnya

% Wawancara dengan Bapak. Zainul Hudaya, SH. séMkil Panitera Pengadilan Agama
Sidoarjo sebagai pembuat program kerja tahunandédag Agama Sidoarjo

% pasal 1 angka 6 : Mediator adalah pihak netralyamembantu para pihak dalam proses
perundingan guna mencari berbagai kemungkinan pesgian sengketa tanpa menggunakan cara
memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian
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menjadi salah satu faktor yang mesti diperhitungkdatam mengukur
tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan.

praktek mediasi yang dijalankan oleh mediator yhegasal dari
hakim, terlihat bahwa mediator cenderung mempaamsidirinya tidak
jauh berbeda dengan fungsinya sebagai hakim dndegaidangan di saat
melangsungkan mediasi. Lebih jauh lagi, dampak titdéek dipahaminya
tugas dan fungsi mediator dengan baik, maka sabagidiator yang
berasal dari hakim sering melontarkan ucapan yangs$an pesimistik
dan antipati terhadap pelaksanaan mediasi. Bahleddraggan hakim
menganggap tugas sebagai mediator adalah bebatadggung jawab
baru yang hanya memberatkan dan atau merugikariu Baga hal ini
sangat disayangkan, sebagai refleksi dari ketidagemian tentang
hakikat dan tujuan mediasi. Namun demikian patigadiri bahwa
timbulnya sikap demikian karena memang dalam jenjaendidikan
formal dan pelatihan-pelatihan tenaga teknis haketama ini tidak
pernah ada materi pembekalan sekitar mediasi./Dpse itu, para hakim
telah terbiasa dengan penyelesaian sengketa mgddui litigasi yang
bersifat memutus (ajudikatif). Akibatnya, ketikabeiikan tugas untuk
menyelesaikan sengketa melalui jalur non litigasitasa asing dan
menyulitkan. Berdasarkan hal tersebut, dalam japgkalek perlu adanya
kebijakan-kebijakan yang bersifat riil dari pimpmngengadilan untuk
membuat program kajian keilmuan secara berkala pergjfat eksploratif
di unit kerja masing-masing, khsususnya tetangkaakian tujuan mediasi

serta keterampilan sebagai mediator.
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2)

Selanjutnya untuk jangka panjang kalangan akaderpisilu
menjadikan materi tentang mediasi sebagai salahpsddjaran wajib yang
harus dikuasi oleh hakim. Kendatipun untuk waktundaang mediator
diharapkan berasal dari kalangan professional, rbukakim, namun
adanya keterkaitan tugas yang sangat erat antdien ldan mediator,
menjadi alasan utama pentingnya hakim mengetahuk beluk mediasi.
Biaya Mediasi

Permasalahan yang muncul dalam praktek mediagiuteyia adalah
tentang biaya panggilan untuk sidang mediasi. Kisrtan Perma yang
paling awal dalam mempertimbangkan pentingnya nsediapengadilan
adalah untuk terwujudnya biaya murah dalam prosageglesaian perkara.
Sebelum efektifnya Perma Nomor 1 Tahun 2008, jurpkamggilan untuk
perkara cerai talak sebanyak 7 kali sedangkan upt¢ukara cerai gugat
sebanyak 5 kali. Setelah diberlakukannya Permaagsad pengadilan
membuat kebijakan untuk menambah biaya panggileseltat di atas
sebanyak 2 kali untuk panggilan mediasi ketika rksingpanjar biaya
perkara.

Apabila pada sidang pertama kedua belah pihak benze hadir,
maka pada saat itu dapat ditunjuk langsung medaébr para pihak atau
oleh majelis hakim bila para pihak tidak ada kekefsn. Majelis hakim
menunda persidangan minimal selama dua minggu upaltksanaan
mediasi dengan ketetapan bahwa sidang berikutiyaaikembali untuk
mendengarkan laporan mediator. Penundaan persidasgiama dua
minggu tersebut dengan pertimbangan bahwa rentakguvdua minggu

dinilai cukup untuk melakukan mediasi. Apabila pa#at persidangan
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dibuka kembali ternyata mediator merasa perlu mepapgang waktu
mediasi, maka mediator dapat meminta kepada mafaism untuk
memperpanjang waktu mediasi sepanjang masih dalatas bwaktu
maksimal yang dibolehkan oleh Perma. Dengan cargensoalan sekitar
waktu tidak menjadi sesuatu yang terkesan memlaaratk

Pada hari penunjukan mediator itu, mediator yarignflik dapat
memulai tugasnya dengan mengadakan musyawarahr&edaa belah
pihak berperkara untuk menentukan hari pelaksansatasi. Para pihak
tidak perlu dipanggil untuk menghadiri mediasi padaktu yang telah
disepakati tersebut karena telah mengetahui laggskapan hari
pelaksanaannya. Bahkan apabila memungkinkan dapgsung dimulai
mediasi pada hari itu juga dengan syarat mediaggaid mempelajari
berkas perkara atau dokumen lain yang diperlukepefsi dalam perkara-
perkara perceraian yang sudah umum dikuasai olé&mhanediator).
Apabila mediator belum dapat mempelajari peta setagkdisebabkan
jenis kasusnya cukup berat (seperti kasus warrta barsama, hadhanah,
dil), maka hari mediasi dapat ditunda pada hargyam.

Apabila pada hari yang telah ditentukan kedua beillaak atau salah
satu pihak tidak hadir, maka mediator dapat menunediasi berikutnya
pada saat sidang dibuka kembali. Sampai tahapiayabpemanggilan
belum dibutuhkan. Apabila pada hari saat persidamdjauka kembali
untuk mendengarkan laporan mediator, sebelum pergah dibuka,
mediator dan pihak berperkara yang hadir dapatmugkan pelaksanaan
mediasi kedua. Apabila mediator dan para pihak sa@engerlu untuk

melanjutkan mediasi sehingga disepakati untuk mepapgang waktu

66



3)

mediasi, maka mediator memohon untuk perpanjangakiuwmediasi
kepada majelis hakim di depan persidangan. Setslajelis hakim
mengabulkan permohonan perpanjangan waktu mediegia mediator
dapat menyepakati waktu pelaksanaan mediasi depgan pihak yang
hadir yakni pada hari sidang berikutnya denganiperpan bahwa pada
hari itu para pihak telah dipanggil atau diperik&h hadir oleh majelis
hakim. Dengan demikian, biaya pemanggilan untuk iasedtidak
diperlukan lagi dan mediasi dapat berjalan seseagan ketentuan yang
berlaku dengan cara mengoptimalisasi panggilanngidgang telah
diperintahkan majelis di persidangan.

Berdasarkan uraian tersebut terlihat bahwa pemémyantuk
panggilan mediasi tidak menjadi faktor yang memiara kepada para
pihak berperkara (meminimalisir biaya perkara). O&ebab itu, biaya
panggilan untuk mediasi hanya bersifat insidentihy dapat diminta
apabila sangat dibutuhkan. Hal itupun kalau biayanggilan yang
dipungut diawal dengan pola baku sebelum mediada(ir untuk cerai
talak dan 5 kali untuk cerai gugat) tidak dapat ga¢asi biaya panggilan
mediasi.

Tolak Ukur Keberhasilan Medias

Publikasi terakhir yang dilansir oleh Badilag.nentang tingkat
keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama, yang -lbet@ penerap
hukum Islam, sangat jauh dari yang diharapkan. irddbaik kalangan
akademisi maupun praktisi hukum Islam telah mengbibwa substansi
mediasi tersebut adalah berasal dan milik hukuaemsKurang dari 10 %

perkara-perkara perdata yang diterima di PengadAgmama dapat
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diselesaikan melalui mediasi. Kenyataan itu telammu munculnya
pertanyaan, apakah informasi tersebut benar damosgaukur penilaian
terhadap keberhasilan mediasi tersebut? Berdasadamu, maka perlu
dirumuskan tolok ukur keberhasilan mediasi sebdgagkah untuk
mengetahui prosentase tingkat keberhasilan meskasira kuantitatif dan
untuk mengukur efektivitas pelaksanaan mediasi ndal@angka
penyelesaian sengketa non litigasi secara kudlitaiyar diketahui
berbagai permasalahan yang muncul dalam prakteiasietl pengadilan,
sehingga akhirnya dapat dirumuskan langkah-langkaffektif

pemecahannya.

Dalam menghitung prosentase keberhasilan mediagrlu p
digariskan secara tegas hasil tersebut apakah mpasse dari jumlah
seluruh perkara yang masuk atau hanya dari jundakapa yang melalui
tahapan mediasi. Selanjutnya bagaimana pula pemgjah prosentase
keberhasilan mediasi dalam perkara-perkara kumul&@mestinya
penghitungan prosentase keberhasilan mediasi dpkenkara kumulasi
perlu diklasifikasikan antara perkara pokok dareasoire. Demikian pula
halnya dengan perkara yang terdapat tuntutan Kadkonvensi), karena
dalam perkara kumulasi dan rekonvensi objek seagketsebut telah
berbeda, meskipun nomor perkara dan proses pemanikga disatukan
dengan tujuan efektifitas, sinkronisasi dan efisien

Alasan utama yang mendasari terjadinya hal ini adddtarena
hampir 90 % sengketa yang diselesaikan di Pengadd@ma merupakan
perkara perceraian. Perkara perceraian adalah ahakati, masalah hati

sangat berkaitan dengan harga diri, martabat daorkeatan keluarga
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besar masing-masing dan sebagainya, sehinggadsidimaikan melalui
proses mediasi. Kultur masyarakat Indonesia padamnyga belum akan
datang ke pengadilan untuk mengurus perceraianuakecsetelah
perselisihan di antara mereka tersebut mencaghi gitncak. Dalam
kondisi itu, mediator di pengadilan terbukti sangatit menyelesaikan
permasalahan yang sudah sedemikian rumit. Namun ikdem
keterbatasan dalam memediasi perkara perkara pencanestinya tidak
mempengaruhi semangat untuk memediasi perkarafpeti&a di luar
perceraian.
Mediasi dalam Perkaran Kumulasi

Mediasi dalam perkara kumulasi harus dicermatirsepeofessional
dan proporsional. Dalam praktek di Pengadilan Agasaagat sering
ditemukan perkara-perkara kumulasi. Sampai saapiosentase perkara
terbesar di Pengadilan Agama adalah masalah pencedan sebagian
diantaranya dikumulasikan dengan gugatan nafkallhdveah, harta
bersama, dan lain-lain sepanjang dibenarkan olenken yang berlaku.

Dalam kumulasi ini perkara perceraian ditempatkaimagai pokok
perkara sedangkan yang lain ditempatkan sebaganglap (accessoire).
Keterbatasan kemampuan mediator dalam menyelespéara-perkara
perceraian karena dianggap masalah abstrak (hatjestinya tidak
berimbas kepada penyelesaian sengketa yang rektsemgatan nafkah,
hadhanah, harta bersama, meskipun ditempatkan aels@gessoire.
Untuk itu, perlu disadari dan dilihat bahwa dalamrik@ara kumulasi
memuat beberapa perkara yang mempunyai karakiteristisendiri

sehingga membutuhkan mediasi yang juga berbeda.
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Perlu mendapat perhatian khusus bagi mediator digdtilan
Agama dalam memediasi perkara hadhanah. Mediasipalean jalan
yang lebih efektif untuk menyelesaikan sengketahbadh ketimbang
jalur litigasi, mengingat terhadap perkara initsdiiakukan eksekusi.
Mediasi dalam Perkaran Rekonvensi

Praktek mediasi di Pengadilan Agama belum sampaiyemguh
perkara-perkara yang muncul dalam proses persidamgdalui tuntutan
balik (rekonvensi). Padahal tuntutan rekonvenssefeut pada dasarnya
merupakan satu perkara lain yang kebetulan penaamks/a disatukan
dengan perkara awal (konvensi) untuk tujuan efiéksifdan efisiensi serta
sinkronisasi sepanjang dibenarkan oleh ketentuag parlaku.

Untuk kasus Pengadilan Agama, mayoritas perka@ taak yang
dihadiri oleh pemohon dan termohon di persidangesersi dengan
tuntutan balik oleh termohon sebagai penggugat meksi. Tuntutan
balik itu pada umumnya meliputi perkara nafkah lamgmadhiyah),
nafkah iddah, mut’ah, hadhanah dan nafkah analggsai di antaranya
harta bersama. Oleh karena perkara ini muncul miyaie persidangan,
maka terhadap perkara ini tidak pernah ditempuhyaipaerdamaian
melalui mediasi dengan alasan proses persidantgmbierjalan dan tahap
perdamaian telah dilalui.

Apabila direnungkan dengan seksama, dari segi andistperkara-
perkara yang muncul dalam tuntutan balik pada dgsaadalah perkara
tersendiri, kepentingannya berbeda dan terpisalyasteipokok perkara.
Hanya saja karena terdapat kaitan yang erat depgdara awal, maka

pemeriksaannya dibenarkan bersamaan dengan pokdlkarge Dalam
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praktek pemeriksaan perkara gugatan rekonvensissecaum selama ini
tidak lagi ditempuh upaya perdamaian oleh majabsiya dalam beberapa
kasus ditemukan adanya perdamaian khusus untukvekRsi atas inisiatif
para pihak berperkara. Pada hal kalau merujuk lkeepads umum hukum
acara yang berlaku, semestinya setiap sengketa ykoeriksa di
persidangan harus diawali dengan upaya perdam&iamun dalam
kenyataan praktek di persidangan, khususnya pesaamktuntutan balik
tidak didahului oleh upaya perdamaian, melainkangdang kepada
tanggapan tergugat rekonvensi yang bersamaan deregdik dalam
konvensi. Dengan demikian terhadap tuntutan rekasiveangsung ke
proses jawab menjawab. Apabila terjadi kesepakdgam tahap jawab
menjawab tersebut, maka majelis hakim akan mematusierdasarkan
kesepakatan, sebaliknya apabila tidak terjadi lkdsgpn, maka majelis
hakim akan memutus perkara tersebut berdasarkain balti dan
pertimbangan sendiri.

Dalam realita yang ditemukan di lapangan, putusafell hakim
dalam rekonvensi yang tidak didasari oleh kesepakgtara pihak
cenderung menjadi pemicu ketidakpuasan para pibgketkara sehingga
mendorong mereka untuk banding dan kasasi. Untuk perlu
ditindaklanjuti penggunaan instrument mediasi untolenyelesaikan
gugatan rekonvensi agar rasa keadilan lebih dapetjwtkan untuk
kedua belah pihak. Apabila hal ini diterapkan, kangan yang dapat
diperoleh adalah: (1) putusan lebih mampu mewujndiesa keadilan
bagi kedua belah pihak, (2) proses pemeriksaanapgerkebih cepat dan

sederhana serta biaya ringan, (3) kebutuhan kdpadsmga peradilan dan
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7

kepercayaan masyarakat semakin kuat, (4) masyarakayadari hak dan
kewajiban yang timbul akibat perceraian.
Pelaporan dan Evaluasi

Selanjutnya untuk kepentingan pelaporan dan evaltegang
efektivitas mediasi di Pengadilan Agama, perlu migkan sistem
pelaporan tersendiri untuk perkara-perkara kumulden rekonvensi.
Meskipun mediasi dalam perkara pokok gagal, tetaphadap objek
perkara yang menjadi accessoire-nya berhasil, npstéu dilaporkan
tentang keberhasilan tersebut dalam laporan tersend

Untuk kepentingan evaluasi, berkas perkara medsasiestinya
tidak dimusnahkan dalam pengertian dibakar ataandjiskan, melainkan
disimpan oleh unit kepaniteraan dalam satu box dkhugang bersifat
sangat rahasia sehingga tertutup akses publik depmya. Berkas ini
dapat dibuka atas izin tertulis Ketua Pengadilamydauntuk kepentingan
penelitian tentang efektivitas mediasi oleh kalangdern, dengan syarat
perkaranya telah berkekuatan hukum tetap (inkrgahigewizjde).
Pelaku Perceraian

Keberhasilan dari terlaksananya upaya menekandtrggrceraian
dari perkawinan usia muda tidak hanya tergantung @&gawali
pengadilannya, malainkan juga dapat berasal detiorfgpelaku perceraian
itu sendiri juga memegang peranan yang sangat ngentAdapun
hambatan-hambatan yang berasal dari perlaku peneaatara lain :
a. Tidak adanya niat
Dalam proses mediasi para pihak dihadirkan untukehosuri dan

menggali kepentingan mereka dan mencari berbaginaipi
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penyelesaian yang terbaik bagi para pihak. Namuerkasilan
mediasi juga dipengaruhi oleh niat pihak-pihak yathganggil

dalam proses mediasi, apabila salah satu pihak ddtang untuk
dua kali secara berturut-turut pertemuan mediasindgap gagal.
Niat para pihak untuk melakukan prose mediasi gefsmgai faktor

penghambat.

. Sudah tidak ada kecocokan

Hal ini dapat dilihat dari kedua belah pihak yangnmasuki ruang
persidangan maupun telah dilakukan upaya pendamaiein
hakim mediasi kedua belah pihak terlihat sangatktiddanya
kecocokan pendapat antara pihak wanita dengan mhakyang
akan melakukan perceraian. Watak diri sepertiahi yang sering

menghambat berhasilnya proses mediasi.

. Watak diri

“Namanya juga pertengkaran rumah tangga ....” kata-inilah
yang sekilas dapat menggambarkan keadaan suatrdgaliBuami
istri dalam suatu keluarga sering kali alasan untuédakukan
perceraian adalah pertengkaran rumah tangga. Ddignsadar
bahwa watak para pihak yang bertengkar dapat narmspalira
jelas, akan semakin sulit untuk didamaikan kalawa pahak yang
bertengkar adalah orang-orang yang keras kepalatidak ada
yang bisa saling mengerti, namun sebaliknya kaémgertian dari

masing-masing pihak tinggi maka lebih mudah unidihaikan.

73



8) Sarana dan fasilitas
Kurangnya peralatan atau fasilitas yang baik damaetasanakan

upaya menekan tingkat perceraian dari perkawinaa nmida menjadi
salah satu faktor penghambat untuk kelancaran gemh@an upaya
menekan tingkat perceraian dari perkawinan usia anuérena dari
semuanya itu tidak tertutup kemungkinan faktor dbut menjadi
penyebab tidak dapat tersampaikanya informasi lkepadsyarakat itu
sendiri.

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi Pengadilan Agama dalam

Upayanya M enekan Per ceraian Mealui Penyuluhan Hukum.

Penyuluhan hukum sebenarnya sangat besar berdapgsitk terhadap
perkembangan pengetahuan masyarakat akan pentiqgmgetahuan hukum
serta dampak-dampak yang negatif akan suatu perileknentang terhadap
aturan yang ada, namun penyuluhan hukum tersebgasaisayangkan sekali
bahwa penyelenggaraan penyuluhan hukum pada tal@d 2Znerupakan
penyuluhan hukum pertama dan terakhir walaupunapsetahun program
penyuluhan hukum selalu diajukan dalam programakétengadilan Agama
Sidoarjo, namun selalu tidak ada tindak lanjut akahtersebut, ungkapan dari
Bapak Zainul hudayah, SH. Yang juga dibenarkan dBstpak Dra. Moh.
Muhyidin, S.H. selaku wakil sekretaris pengadilagafa Sidoarjo yang juga ikut
membuat program kerja tahunan Pengadilan AgamaaedoNamun dalam
penyelenggaraan penyuluhan hukum yang dilakukah &lengadilan Agama

Sidoarjo juga tidak terlepas dari berbagai hambhtanabatan antara lain :
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1. Dana
Dana merupakan faktor yang menunjang untuk pelaksgaya
menekan perceraian, dalam pelaksanaannya makaulldaunt peralatan
dan bahan-bahan. Sebab program pelaksanaan upayekanetingkat
perceraian tidak hanya satu macam upaya saja rkafaipanyak upaya
yang dilakukan sesuai keadaan yang ada. Kurangtidi@uadanya dana
menjadi salah satu faktor penyebab yang menjadghmenbat bagi
pelaksanaan upaya menekan perceraian karena dapgakibatkan tidak
berjalan dan tidak terealisasinya suatu programeksanperceraian karena
sangat minimnya dana yang tersedia.
2. Kualitas program upaya menekan perceraian
Kualitas dan bentuk-bentuk upaya menekan perceraidak
semata-mata ditentukan oleh anggaran maupun sdeanéasilitas yang
tersedia. Tetapi diperlukan program upaya-upayaeken perceraian
yang kreatif dan murah serta mudah untuk dilakukahingga berdampak
sebagai pembelajaran yang optimal bagi para pilzeig yakan bercerai
sebagai suatu pertimbangan guna mempertahankarhieukeluarga.
3. Masyarakat
Pada dasarnya masyarakat juga murupakan faktor yang
mempengaruhi pelaksanaan upaya menekan percedarana masyarakat
secara tidak langsung menjadi penentu berhasilkriyda proses
pelaksanaan upaya menekan perceraian.
Masih banyak lagi persoalan yang menjadi kendaa &ambatan dalam
melaksanakan upaya menekan tingkat perceraian \ieika usia muda yang

harus segera disikapi. Namun beberapa identifikagsalah tersebu di atas
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merupakan permasalahan yang penting. Padahal kegkaecahan masalah
menyangkut perlunya dana yang cukup untuk melakgamaupaya menekan
tingkat perceraian perkawinan usia muda, pemerinsgdikit enggan
memikirkannya. Prinsipcost and benefisering kali dijadikan patokan utama
dalam mengusulkan program-program pemerintah. Damtut saja benefit
penyelenggaraan putusan perceraian tidak akan d#ping secara ekonomi

akan dampak yang diderita masyarakat.
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BABV
PENUTUP
A. Kesimpulan

1. Peranan Pengadilan Agama sebagai mediator dalamja upeenekan
perceraian perkawinan usia muda dilakukan dengaa canerukunkan
pihak-pihak yang bersengketa melalui proses pengadi mediasi agar
mereka dapat mengurungkan niat dan keinginanny lo@rcerai.

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi Pengadilan Agarandapayanya
menekan perceraian dari perkawinan usia muda meteddiasi adalah :
kurangnya Keterampilan Hakim sebagai mediator; 8iayediasi yang
cukup tinggi; konflik rumah tangga yang kronis; damrangnya sarana
serta fasilitas mediasi.

B. Saran
Dari kesimpulan diatas, penulis mempunyai bebesapan yaitu :

1. Diperlukan pelatihan khusus kepada para hakim mmengpengetahuan
secara khusus tentang mediasi sehingga hakim-halang menjadi
mediator dapat melaksanakan profesinya sebagaatoedidak lagi seperti
profesinya sebagai hakim dalam memutuskan suakanzer

2. Agar biaya mediasi tidak memberatkan para pihalgyeerperkara maka
biaya mediasi tidak harus dibayarkan pada saat mganlpanjar perkara
namun biaya mediasi harus dibebankan pada par& g#telah mediasi
selesai guna mewujudkan biaya murah dalam prossej@saian perkara.

3. Dalam perkara kumulasi dan perkara rekonvensi mebelzerapa perkara
yang mempunyai karakteristik tersendiri sehingganimguhkan mediasi

yang juga berbeda, sehingga sesuai dengan asam bhokwm acara yang
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berlaku bahwa setiap sengketa yang diperiksa digargan harus diawali
dengan upaya perdamaian.

. Guna memperlancar dan berhasilnya proses medidsa mperlu adanya

peningkatan sarana dan fasilitas yakni perlu dadegtiya ruang khusus
untuk sidang mediasi serta fasilitas pendukungyéatermasuk meja, kursi,
serta papan daftar mediator sehingga memudahkak-pihak mengetahui

para mediator.

. Dilakukan penyuluhan hukum yang kreatif dan murattasmudah untuk

dilakukan, misalnya saja Pengadilan Agama bekarjasdengan lembaga
pemerintahan lain yang bergerak di bidang ketaHeetaarga, sehingga
dana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan progesmyuluhan hukum

tidak harus ditanggung secara sendiri oleh Persgadibama namun dapat

ditanggung bersama sehingga meringankan beban ggaaloi program.
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